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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 





Nama Huruf Latin Nama 




ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik diatas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
 x 
 
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) 
ع ‘ain ̒ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ̓̓ Apostrof 
ى Ya Y Ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 
tanda  ( ̓ ). 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
 xi 
 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah A A 
ِا Kasrah I I 
َ ا ḍammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َي fatḥah dan yā̓̓ Ai a dan i 
 َو fatḥah dan 
wau 
Au a dan u 
Contoh: 
فيك : kaifa 
ل وه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 










 َي… / َ ا 
…. 
Fatḥah dan alif atau 
yā̓̓ 
Ā a dan garis di 
atas 
ي Kasrah dan yā Ī i dan garis di 
atas 





ت ام : māta 
ىمر : ramā 
ليق : qīla 
ت ومي : yamūtu 
4. Tā marbūṭah 
Tramsliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang 
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 
adalah (t). sedangkantā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
ل افط لاا ةض ور : rauḍah al-aṭfāl 
ةلض افلا ةنيدملا : al-madīnah al-fāḍilah 
 xiii 
 
ةمكحلا  : rauḍah al-aṭfāl 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydīd ( ﹼ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
انبر : rabbanā 
انيجن : najjainā 
قحلا : al-ḥaqq 
معن : nu”ima 
ودع : ‘duwwun 
Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ـــــؠ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
Contoh: 
يلع : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
يبرع : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  
لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 




سمشلا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةل زلازلا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةفسلفلا : al-falsafah 
دلابلا : al- bilādu 
7. Hamzah. 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletah di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
Contoh : 
نورمات : ta’murūna 
عونلا : al-nau’ 
ءيش : syai’un 
ترما : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
 xv 
 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
الله نيد    dīnullāh  الله اب  billāh 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:  
 مههللا ةمحر يف  hum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 
berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal 
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila 
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
 xvi 
 
Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḋalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 
Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir 
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 
referensi. Contoh:  
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 
Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: 
Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū). 
B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  : subḥānahū wa ta’ālā 
saw.  : ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
M  : Masehi 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 
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 Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Perlindungan Hak Reproduksi 
Perempuan Hamil Akibat Kekerasan Seksual, dengan sub permasalahan:1). 
Bagaimana hakikat hak reproduksi ,? 2). Bagaimana bentuk perlindungan hukum hak 
reproduksi perempuan hamil akibat kekerasan seksual,? dan 3). Bagaimana akibat 
hukum perlindungan hak reproduksi perempuan.? Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana hakikat hak reproduksi, untuk mengetahui bentuk perlidungan 
hukum terhadap hak reproduksi perempuan hamil akibat kekerasan seksual, dan 
untuk mengetahui akibat hukum perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan 
hamil akibat kekerasan seksual. 
 Jenis penelitian ini adalah dengan melakukan kajian library research, dimana 
penelitian ini terpusat pada studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber 
hukum berupa undang-undang, konvensi ataupun perjanjian internasional, teori-teori 
hukum, yang kemudian di interpretasikan kedalam suatu tulisan. Berhubung 
penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka teknik pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan normatif dengan menggunakan analisis isi terhadap literatur yang 
representatif.  
Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap 
hak reproduksi perempuan hamil akibat kekerasan seksual ialah dengan disahkannya 
PP Nomor 61 pasal 31 Tahun 2014 bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan 
berdasarkan kehamilan akibat perkosaan. Ini dilakukan dalam rangka mengembalikan 
hak dan fungsi reproduksi perempuan tersebut dengan jaminan dilakukan dengan 
aman dan bermutu mengingat dampak dari kekerasan seksual terhadap perempuan 
secara verbal  bisa merusak akal (psikologi), fisik (badan/jiwa) dan seksual (alat 
reproduksi) dan resiko yang tinggi terhadap  keselamatan perempuan.  
Dari hasil penelitian tersebut demi tercapainya rasa keadilan terhadap 
perempuan korban kekerasan seksual maka diperlukan suatu pemahaman yang 










A. Latar Belakang Masalah 
  Perempuan adalah manusia ciptaan Tuhan yang diberikan keunikan dan 
keistimewaan yang sangat luar biasa, salah satunya adalah mengandung anak dalam 
kandungannya. Selama kurang lebih sembilan bulan masa kehamilan tersebut. Sebuah 
keajaiban terjadi didalam rahim seorang perempuan berupa proses terbentuknya 
manusia baru yaitu anak. Anak merupakan anugerah terbesar dan terindah Tuhan 
yang sangat dinanti-nantikan kehadirannya dalam kehidupan rumah tangga. Anak 
bukan hanya dianggap sebagai berkat bagi kedua orang tuanya saja, tetapi bagi semua 
orang bahkan negara karena merekalah yang nantinya akan menentukan nasib masa 
depan bangsa. 
 Secara kodrati perempuan mengemban fungsi reproduksi umat manusia yang 
utamanya meliputi mengandung, melahirkan, dan menyusui anak. Dalam Al-Quran 
fungsi kemanusiaan yang sangat berat ini diapresiasi demikian mendalam dalam 
Surah Al-Ahqaf ayat 15:1 
                                
                           
                       
                     
                                                             




Terjemahnya:  “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua 
orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan 
melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya 
adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai 
empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri 
nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan 
supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan 
kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku 
bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang muslim".2 
  Dari ayat diatas tersirat, bahwa secara penuh empati Al-Quran menegaskan 
kepada segenap manusia (al-insan) tentang beban amat berat, beban reproduksi, 
yang dipikul oleh kaum perempuan, kaum ibu.3 Permasalahan yang berkaitan dengan 
perempuan maupun anak tidak bisa dilepaskan satu sama lain, khususnya anak yang 
ada didalam kandungan seorang perempuan. Negara wajib melindungi dan menjamin 
hak-hak mereka berdasarkan hukum secara efektif. Tapi kenyataannya, perempuan 
dan anak sangat rentan menjadi korban kekerasan, baik kekerasan fisik maupun 
mental. Di Indonesia kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih saja terus 
terjadi dan kasus-kasus tersebut dapat dengan mudah kita saksikan sehari-hari baik 
melalui media cetak maupun elektronik.  
  Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu peristiwa realitas kehidupan 
sosial. Semuanya merupakan hasil konstruksi realitas sosial budaya masyarakat 
dimana kekerasan berlangsung. Peristiwa mengonstruksi realitas sosial budaya 
,patriarki yang berperan sebagai fakta sosial (Durkhemian), dimana nilai tersebut 
merebak dalam struktur sosial masyarakat dan mereduksi peran dan kedudukan 
perempuan secara wajar, sehingga perempuan berada pada titik rendah (nadir). 
                                                             
2 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Halim 
Publishing dan Distributing), h. 504. 




Pandangan demikian berasumsi bahwa kekerasan dibangun oleh suatu pandangan 
nilai yang melahirkan atau memproduksi pengetahuan yang tidak adil tentang peran 
dan kedudukan perempuan. Interaksi yang berlangsung dalam masyarakat antara laki-
laki dan perempuan selalu mendahulukan simbol kekuatan fisik sebagai laki-laki dan 
perempuan dianggap sebagai makhluk lemah, sehingga banyak korban perempuan 
kekerasan.4 
 Salah satu bentuk kekerasan yang sering dialami oleh perempuan adalah 
kekerasan seksual berupa perkosaan. Perkosaan dianggap sebagai kekerasan seksual 
yang serius dan merupakan bentuk pelecehan terhadap hak asasi perempuan. 
Perkosaan yang dialami perempuan akan berakibat fatal bagi kehidupannya, terlebih 
jika perempuan tersebut mengalami kehamilan akibat kekerasan seksual yang 
dialaminya. Contohnya pada Kekerasan di lembaga pendidikan, kasus siswi hamil 
yang kehilangan hak pendidikan, dan kekerasan seksual yang dialami seorang 
mahasiswi oleh dosennya di Universitas Negeri Jakarta. Korban pemerkosaan 
membutuhkan waktu lama untuk mengatasi pengalaman traumatis, bahkan ada yang 
tidak pernah kembali lagi ke keadaan normal seperti sebelumnya.5 Selain itu juga, 
hak-haknya sebagai wanita dirampas, korban juga harus menanggung akibat dari 
pemerkosaan tersebut seperti timbulnya dampak fisik, dampak seksual dan dampak 
psikis yang teramat berat terutama pada saat korban mengalami pergaulan kehidupan 
sosial di masyarakat. Sungguh ironis bahwa ketika dalam kasus perkosaan yang 
                                                             
4 Munandar Sulaeman dan Siti Homzah Kekerasan Terhadap Perempuan (Bandung: PT 
Refika Aditama, 2010), h. 129. 
5 G Widiartana,Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan 
(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), h. 64. 
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menyebabkan kehamilan, seolah-olah anak dianggap sebagai sebuah musibah dan 
bukan lagi menjadi anugerah yang seharusnya disyukuri kehadirannya di dunia. 
  Perempuan tersebut pasti akan mengalami kegoncangan jiwa yang hebat. 
Ibarat jatuh dan tertmpa tangga, itulah yang dirasakan oleh korban perkosaan yang 
mengalami kehamilan. Tidak dapat dibayangkan, betapa mengerikan dan 
menyakitkan  apa yang telah dialami korban kekerasan seksual dan ditambah lagi 
ketika mereka harus menerima kenyataan bahwa mereka dinyatakan hamil. 
Perempuan yang menjadi korban perkosaan sama sekali tidak menginginkan hal 
tersebut. Ibarat makan buah simalakama, perempuan tersebut pasti juga mengalami 
dilema yang menyakitkan antara melanjutkan kehamilannya dengan resiko harus 
mengandung, melahirkan dan membesarkan anak yang tidak diinginkannya atau 
menggugurkan anak yang ada didalam kandungannya dengan resiko akan merasa 
bersalah dan berdosa seumur hidupnya. Tidak sedikit korban perkosaan yang hamil 
dan akhirnya memutuskan untuk melakukan aborsi. 
  Bagi sebagian kalangan, hal tersebut dapat dimaklumi karena dianggap 
sebagai upaya untuk melindungi perempuan agar tidak semakin menderita sebagai 
korban perkosaan, serta untuk menjamin agar perempuan tersebut dapat memperoleh 
hak-haknya dan dapat menjalani kehidupan secara normal kembali ditengah-tengah 
masyarakat. Saat ini, dengan banyaknya kasus yang demikian pemerintah Indonesia 
bahkan telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang 
Kesehatan Reproduksi yang merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dimana peraturan pemerintah 
tersebut juga mencantumkan ketentuan yang melegalkan aborsi bagi korban 
perkosaan. Dengan demikian, korban perkosaan yang mengalami kehamilan dapat 
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melakukan aborsi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan berdasarkan hukum. 
Aborsi karena alasan tersebut diizinkan oleh negara dengan maksud agar perempuan 
yang menjadi korban perkosaan tidak lagi melakukan aborsi secara sembunyi-
sembunyi dengan cara-cara berbahaya bagi kesehatan fisik dan jiwanya karena takut 
terhadap sanksi pidana yang dapat menjeratnya. 
 Peraturan pemerintah tersebut langsung menimbulkan perdebatan di tengah-
tengah masyarakat, ada kalangan yang mendukung dan ada pula yang secara tegas 
menolaknya. Di satu sisi, hak untuk aborsi bagi perempuan korban perkosaan 
merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang untuk menjamin kesehatan 
reproduksi bagi semua perempuan di Indonesia. Namun disisi lain, kita tidak boleh 
menutup mata dan telinga dengan banyaknya kalangan yang berpendapat bahwa anak 
yang ada di dalam kandungan seorang perempuan juga memiliki hak hidup, sekalipun 
mungkin anak tersebut tidak diinginkan oleh siapapun. 
B. Rumusan Masalah 
  Berdasarkan uraian diatas dalam latar belakang permasalahan, maka penulis 
membuat rumusan masalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana hakikat hak reproduksi perempuan ? 
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak reproduksi perempuan 
hamil diakibatkan oleh kekerasan seksual? 
3. Bagaimana akibat hukum perlindungan hak reproduksi terhadap perempuan 
hamil diakibatkan oleh kekerasan seksual? 
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup 
Untuk mendapatkan gambaran dan memudahkan pemahaman serta 
memberikan persepsi yang sama antara penulis dengan pembaca dan memperjelas 
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ruang lingkup penelitian ini, agar tidak terjadi salah tafsir maka penulis terlebih 
dahulu mengemukakan pengertian dan menguraikan beberapa variabel yaitu sebagai 
berikut: 
1. Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk 
mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemamfaatan dan kepastian 
hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek 
hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun bersifat represif 
(pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menerapkan 
peraturan hukum. Perlindungan hukum prefentif yakni bentuk perlindungan 
hukum dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau 
pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang 
definitive, sedangkan perlindungan hukum refresif adalah perlindungan dimana 
lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.  
2. Hak adalah wewenang yang diberikan hukum objektif (hukum yang berlaku 
umum) kepada subjek hukum.6 
3. Reproduksi secara sederhana, dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang 
memperoleh keturunan.7 
4. Perempuan adalah jenis manusia sebagai lawan dari laki-laki.8 
                                                             
6 Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum Di Indonesia  (Jakarta : Mitra 
Wacana Media, 2014), h. 33 
7 Zohra Andi Baso dan Judi Raharjo, Kesehatan Reproduks  (Yogyakarta: Yayasan Lembaga 
Konsumen Sulawesi Selatan, 1999), h. 1. 
8 W.J.S. Poerwawadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Cet. IX, Balai 
Pustaka, 1986), h. 12. 
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5. Hak Reproduksi Perempuan Pemikiran mengenai hak-hak reproduksi 
perempuan merupakan perkembangan dari konsep hak asasi manusia. Konsep hak 
asasi manusia itu sendiri dibagi dalam dua ide dasar, pertama bahwa setiap 
manusia lahir dengan hak-hak individu yang terus melekat dengannya. Dan 
kedua, bahwa hak-hak tiap manusia hanya dapat dijamin dengan ditekankannya 
kewajiban masyarakat dan negara untuk memastikan kebebasan dan kesempatan 
dari anggota-anggotannya untuk memperoleh dan melaksanakan kebebasan 
asasinya tersebut.  
6. Hamil adalah mengandung janin di rahim karena sel telur dibuahi oleh 
spermatozoa 
7. Kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil 
atau sekuat mungkin secara tidak sah sehingga orang yang terkena tindakan itu 
merasakan sakit yang sangat.9 
D. Kajian Pustaka 
  Kajian pustaka atau penelitian terdahulu adalah momentum bagi calon peneliti 
untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstentif terhadap literatur-literatur 
yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar 
calon peneliti mampu mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan kontribusi 
akademik dari penelitiannya dalam konteks dan waktu tempat tertentu.10 Berkaitan 
                                                             
9 Republik Indonesia, Kitab Undang-Umdang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 89. 




dengan masalah yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini yaitu perlindumgan 
hukum terhadap hak reproduksi perempuan hamil diakibatkan oleh kekerasan 
seksual, belum ada literatur yang membahas secara khusus tentang judul skripsi ini 
namun adapun literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan judul skripsi ini 
yang mengenai diantaranya adalah sebagai berikut :  
1. Masdar F. Mas’udi dalam bukunya yang berjudul “Islam dan Hak-Hak 
Reproduksi Perempuan”, buku ini membahas mengenai hak-hak reproduksi 
perempuan dalam islam. 
2. Abdul Wahid, dan Muhammad Irvan dalam bukunya “Perlindungan Terhadap 
Korban Kekerasan Seksual”, buku ini menjelaskan tentang kekerasan seksual.11 
3. Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom dalam bukunya yang berjudul 
“Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan”, membahas tentang pentingnya korban 
memperoleh perhatian utama dalam membahas kejahatan. Didalam buku ini 
menjelaskan bahwa diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang 
korban kejahatan, diharapkan dapat memudahkan dalam menemukan upaya 
penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya 
kuantitas dan kualitas kejahatan.12  
4. Zohra Andi Baso dan Judi Raharjo dalam bukunya yang berjudul “Kesehatan 
Reproduksi”, Buku ini membahas tentang pengertian kesehatan reproduksi perempuan 
dan mengenal alat reproduksi perempuan. 
                                                             
11 Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual 
(Bandung: Refika Aditama,2001), h. 31. 
12 Dikdik M, Arif Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlidnungan Korban Kejahatan 
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 34. 
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5. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah dalam bukunya “Kekerasan Terhadap Perempuan” 
buku ini membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan dari berbagai tinjauan dan 
berbagai disiplin ilmu serta kasus kekerasan seperti kekerasan terhadap perempuan dalam 
perspektif gender, ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu hukum, media massa 
dan perspektif agama islam. 
E. Metodologi Penelitian 
 Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf 
keilmuan. Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan 
prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga 
merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan 
suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga 
merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki masalah 
tertentu yang memerlukan jawaban. 
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yaitu suatu 
usaha untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan serta menganalisis 
suatu permasalahan melalui sumber-sumber kepustakaan, penulis menggunakan studi 
kepustakaan atau library research ini dimaksudkan untuk memperoleh dan menela’ah 
teori-teori yang berhubungan dengan topik dan sekaligus dijadikan sebagai landasan 
teori. 
2. Pendekatan Penelitian 
Berdasarkan judul yang peneliti angkat maka  jenis pendekatan yang cocok 
adalah pendekatan teologi normatif. Pendekatan teologi normatif (syar’i) adalah studi 
Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan normatifnya. Maksud 
legal formal adalah  hubungannya dengan halal-haram atau  boleh  tidaknya. Selain 
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itu, peneliti juga menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach), yaitu 
pendekatan yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan 
hukum yang diteliti. Dalam hal ini Undang-Undang yang menjadi reverensi utama 
dalam penelitian yaitu Undang-Undang tentang kesehatan. 
3. Sumber Data 
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), data yang 
diperoleh dari bahan-bahan pustaka adalah berupa sumber data primer dan sumber 
data sekunder, yaitu sebagai berikut: 
a. Data Primer  
Data primer adalah merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari 
sumber asli (tidak melalui media perantara). Adapun data yang dijadikan sebagai 
sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Al-Quran, peraturan perundang-
undangan dalam hal ini UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU HAM, 
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, KUHP 
dan peraturan lain yang terkait. 
b. Data Sekunder  
Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara 
tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data 
yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer seperti karya-karya tulis 
dari kalangan hukum dan pendapat para pakar hukum. Data sekunder umumnya 
berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data 
dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. 




4. Metode pengumpulan Data 
Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 
memperoleh data yang diperlukan, dalam hal ini akan selalu ada hubungan antara 
teknik pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. 
Pengumpulan data tak lain adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan 
penelitian. 
 Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan 
analisis pustaka dan dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai 
hal-hal atau variable yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah dan 
situs-situs yang ada di internet. Sehingga dari hasil pengambilan data–data tersebut 
dapat diklarifikasi, dikutip, dihimpun, diulas di analisa, dan diambil kesimpulannya. 
5. Instrument Penelitian 
Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis pustaka dan dokumentasi. Maka adapun alat yang akan digunakan untuk 
mengumpulkan data-data tersebut yaitu berupa alat tulis catatan-catatan kecil dan 
alat-alat elektronik seperti laptop dan handphone. 
6. Teknik Penelitian dan Analisis Data 
a. Teknik Penelitian 
Dalam analisis data, penulis menggunakan metode diskriptif analisis 
yaitu suatu usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun data kemudian 
diusahakan adanya analisis dan interpretasi atau penafsiran terhadap data 
tersebut. 
b. Analisis Data 
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   Pembahasannya ialah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum 
hak reproduksi perempuan hamil yang diakibatkan oleh kekerasan seksual. 
F. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan Penelitian 
Dari rumusan masalah yang peneliti tuliskan di atas guna untuk memperoleh 
suatu tujuan, yaitu: 
a. Untuk mengetahui hakikat hak reproduksi perempuan hamil diakibatkan oleh 
kekerasan seksual. 
b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak reproduksi 
perempuan hamil diakibatkan oleh kekerasan seksual. 
c. Untuk mengetahui akibat hukum perlindungan terhadap hak reproduksi 
perempuan hamil akibat kekerasan seksual. 
2.  Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian, yaitu: 
a. Secara ilmiah, menambah pengetahuan dalam masalah yang berhubungan 
dengan perlindungan hukum terhadap hak reproduksi perempuan hamil 
diakibatkan oleh kekerasan seksual. 
b. Secara praktis, memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan 





ESENSI HAK REPRODUKSI PEREMPUAN 
A. Pengertian Hak Reproduksi Perempuan 
1. Hak Reproduksi 
Hak adalah hal yang dimiliki setiap manusia dan hak juga merupakan 
wewenang yang diberikan hukum objektif (hukum yang berlaku umum) kepada 
subjek hukum. Wewenang yang diberikan kepada subjek hukum ini contohnya 
wewenang untuk memiliki tanah dan bangunan yang penggunaannya diserahkan 
kepada pemilik itu sendiri. Ia dapat berbuat apa saja terhadap tanah dan bangunan 
tersebut, asalkan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. 
Kewenangan itulah yang disebut hak,1 sedangkan Reproduksi terdiri dari kata re 
yang artinya pengulangan dan kata produksi, sehingga arti kata reproduksi adalah 
suatu produksi yang berulang atau memproduksi kembali. Secara sederhana, dapat 
diartikan sebagai kemampuan untuk “membuat kembali” atau kemampuan 
perempuan untuk menghasilkan keturunan secara berulang. Dengan itu reproduksi 
merupakan fungsi dari makhluk hidup untuk menurunkan generasi penerusnya, 
dengan secara alamiah dilengkapi dengan organ-organ yang secara biologis  untuk 
itu. Demikian juga manusia,  penentuan perilaku reproduksi  berasal dari hormon-
hormon  yang dimilikinya dan  juga adanya alat-alat reproduksi, yang antara 
betina dan jantan berbeda, untuk memfungsikannya dengan melakukan hubungan 
seksual. Secara biologis, cara hormon berinteraksi dengan perilaku seksual pada 
manusia tidak berbeda pada binatang. Yang membedakan adalah  manusia 
dapat melakukan pengendalian  dengan pikirannya. 
                                                             
1 Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum Di Indonesia  (Jakarta: Mitra 
Wacana Media, 2014), h. 33. 
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 Dalam kaitannya dengan kesehatan, reproduksi diartikan sebagai kemampuan 
seseorang memperoleh keturunan (beranak). Sehingga, kesehatan reproduksi 
berkaitan erat dengan masalah seksualitas.2 
Definisi hak-hak reproduksi secara spesifik dapat dijabarkan sebagai 
berikut:  
a. Hak reproduksi mencakup hak-hak asasi manusia tertentu yang sudah di akui 
dalam hukum hukum nasional, dokumen-dokumen hak-hak asasi 
internasional.  
b.  Hak-hak yang berdasarkan pada pengakuan hak hak asasi semua pasangan 
dan pribadi untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai 
jumlah anak dan menentukan waktu kelahiran anak anak  mereka.  
c. Mempunyai informasi dan cara untuk memperoleh anak dan hak untuk 
mencapai standar tertinggi kesehatan seksual dan reproduksi.  
d. Hak semua orang untuk membuat keputusan mengenai reproduksi yang bebas 
diskriminasi, paksaan, dan kekerasan.  
e.  Memperhitungkan kebutuhan hidup dari anak-anak mereka yang sekarang 
dan pada masa mendatang serta tanggung jawab mereka terhadap masyarakat. 
f. Hak hak ini harus didukung oleh kebijakan pemerintah dan masyarakat di 
bidang kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana. 
 Kesehatan reproduksi didenifisikan sebagai keadaan sejahtera fisik, 
mental, dan sosial secara utuh (tidak semata-mata bebas dari penyakit atau 
kecatatan) dalam semua hal yang berkait dengan sistem reproduksi, serta fungsi 
dan prosesnya.3 Selanjutnya pada konferensi internasional ICPD di Cairo 1994, 
                                                             
2 Zohra Andi Baso dan Judi Raharjo, Kesehatan Reproduksi (Yogyakarta: Yayasan 
Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan, 1999), h. 1. 
3 Intan Kumalasari dan Iwan Andhyantoro, Kesehatan Reproduksi (Jakarta: Salemba 
Medika, 2012), h. 1. 
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definisi tersebut dibakukan dan disetujui oleh peserta konfrensi Reproductive 
health is “a state of complete physical, mental and social well-being and not 
merely the absence of disease or infimity in all matters relating to the 
reproductive system and funtions and processes. Dalam bahasa Indonesia, 
“kesehatan reproduksi adalah “suatu kondisi sehat menyeluruh meliputi fisik, 
mental, dan kesejahteraan sosial, tidak semata-mata karena ketidakhadiran 
penyakit dan cacat yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi”. 
Dengan implikasi bahwa reproduksi seseorang dinyatakan sehat ketika dia mampu 
mendapatkan kehidupan seksual dan reproduksi yang aman, mampu bereproduksi, 
dan bebas menentukan kapan dan seberapa sering bereproduksi. Berarti bahwa 
hak-hak kesehatan reproduksi seseorang harus terpenuhi dalam menunjang 
pencapaian reproduksi yang sehat.4 Oleh karena itu, kesehatan reproduksi berarti 
bahwa orang dapat mempunyai kehidupan seks yang memuaskan dan aman, dan 
mereka memiliki kemampuan untuk bereproduksi dan kebebasan untuk 
menentukan keinginannya, kapan dan frekuensinya. 
Dalam pengertian kesehatan reproduksi tersebut ada beberapa hal yang 
diperhatikan. Pertama, pengertian sehat bukan semata-mata sebagai pengertian 
kedokteran (klinis), tetapi juga sebagai pengertian sosial (masyarakat). Seseorang 
dikatakan sehat tidak saja memiliki tubuh dan jiwa yang sehat, tetapi juga bisa 
bermasyarakat secara baik. Pengertian sehat ini, diakui oleh Undang-Undang No. 
23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Kedua, kesehatan reproduksi bukan menjadi 
masalah seseorang saja, tetapi juga menjadi kepedulian keluarga dan masyarakat. 
kesehatan reproduksi menjadi masalah cukup serius sepanjang hidup, terutama 
bagi perempuan, selain karena rawan terpapar penyakit, juga kondisi sosial yang 
memungkinkan memperlakukan dirinya kurang adil dalam kehidupan sosialnya. 
                                                             
4 Farida Mutiarawati Tri Agustina, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, Tinjauan 
Filsafat Kesehatan Reproduksi, No.3 (2008), Vol. 3. 
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Ketidakpedulian berbagai pihak terhadap kehidupan kesehatan perempuan akan 
turut menyumbang ketidakberdayaan perempuan.5 
Hak reproduksi adalah hak setiap individu dan pasangan untuk 
menentukan kapan mempunyai anak, berapa jumlah anak, dan jarak antara anak 
yang dikehendaki. Dalam hal ini hak reproduksi terkait erat dengan sistem, fungsi, 
dan proses produksi. 
2. Hak-Hak Perempuan 
Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia, satunya lagi 
adalah lelaki atau pria. Berbeda dari wanita, istilah "perempuan" dapat merujuk 
kepada orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak. 
Awal hadirnya perempuan yaitu kehadiran hawa, yang diciptakan untuk 
menemani Adam menjalani perintah Tuhan di dunia ini. Pada cerita Adam dan 
Hawa pertama kali diturunkan ke bumi, perempuan sudah dimaknai sebagai biang 
masalah. Diceritakan bahwa Hawa merupakan penyebab mereka turun ke dunia, 
dikarenakan Hawa tergoda bujuk rayu setan yang menyuruhnya untuk mengambil 
buah kuldi (buah yang dilarang untuk dimakan). Hawa dan Adam yang 
memakannya langsung diperintahkan untuk turun ke dunia. Cerita inilah yang 
menjadi salah satu wacana yang selalu dibicarakan terkait dengan perempuan 
biang keladinya masalah. 
Dalam sejarah penciptaan manusia secara Islam di dalam al-Quran, Allah 
sengaja menciptakan manusia untuk menjadikan mereka pemimpin di dunia. 
Mereka yang akan menciptakan ketenteraman dan kesejahteraan di dunia. Itulah 
sebabnya manusia muncul dengan dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. 
Perempuan diciptakan untuk menjadi pasangan atau teman laki-laki. Pada 
                                                             
5 Zohra Andi Baso dan Judi Raharjo, Kesehatan Reproduksi (Yogyakarta: Yayasan 
Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan, 1999), h. 2-5. 
17 
 
dasarnya saat menciptakan manusia, Allah telah menciptakan dalam bentuk jiwa 
dan raga, beserta sifat-sifat dasar manusia seperti ingin dicintai dan mencintai, 
kebutuhan seksual, dan sebagainya. Maka dari kedua jenis manusia itu diciptakan 
berbeda untuk saling mengisi. 
Menurut Ihromi Perempuan sesungguhnya merupakan sumber daya 
ekonomi yang tak kalah penting dibandingkan dengan pria, keberadaan daya 
dalam rumah tangga bukan sekedar sebagai sebagai pelengkap fungsi reproduksi 
saja, namun lebih dari itu perempuan terbukti memberikan sumbangan yang besar 
bagi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga serta masyarakat.6 
Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang perempuan terkadang 
mendapatkan diskriminasi dan anggapan sebelah mata atas dirinya. Diskriminasi 
dapat terjadi baik dalam kehidupan pekerjaan, keluarga (antara suami dan istri), 
hingga kehidupan yang dilaluinya dalam masyarakat. Dengan adanya diskriminasi 
inilah maka kemudian banyak pihak terutama perempuan sendiri menyadari 
pentingnya mengangkat isu hak perempuan sebagai salah satu jenis hak asasi 
manusia yang harus dapat diakui dan dijamin perlindungannya. Adanya kesadaran 
ini maka kemudian perlu diketahui terlebih dahulu dengan apa yang dimaksud 
dengan hak asasi perempuan. 
Hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, 
baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan, dalam 
khasanah hukum hak asasi manusia dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai 
sistem hukum tentang hak asasi manusia. Dalam pengertian tersebut dijelaskan 
bahwa pengaturan mengenai pengakuan atas hak seorang perempuan terdapat 
dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Sistem hukum tentang 
hak asasi manusia yang dimaksud adalah system hukum hak asasi manusia baik 
                                                             
6“Apa itu perempuan” http://tipsmotivasihidup.blogspot.co.id/2015/10/apa-itu-pengertian-
perempuan.html, diakses pada tanggal (24 april 2017).  
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yang terdapat dalam ranah internasional maupun nasional. Khusus mengenai hak-
hak perempuan yang terdapat dalam sistem hukum tentang hak asasi manusia 
dapat ditemukan baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan penggunaan kata-
kata yang umum terkadang membuat pengaturan tersebut menjadi berlaku pula 
untuk kepentingan perempuan. Dalam hal ini dapat dijadikan dasar sebagai 
perlindungan dan pengakuan atas hak-hak perempuan. 
Dari seluruh sistem hukum tentang hak asasi manusia, dapat ditemukan 
jenis-jenis hak-hak perempuan yang terdapat dalam sistem hukum tersebut. Jenis 
hak-hak perempuan yang ada antara lain:  
1. Hak-hak perempuan di bidang politik 
Perempuan tidak dianggap sebagai manusia yang setara dengan laki-laki. 
Bahkan haknya pun ditentukan oleh laki-laki. Selama berabab-abad, hal itu 
dianggap sebagai sesuatu yang mapan. Sebagian lagi dianggap sebagai takdir 
Tuhan. Pandangan ini begitu kuat sehingga sisa-sisa pengaruhnya masih ada 
hingga sekarang. Kenyataan ini membuat laki-laki menjadi pihak yang 
diuntungkan, sebaliknya, perempuan menjadi pihak yang dirugikan.7 Sama 
halnya dengan seorang laki-laki, seorang perempuan juga mempunyai hak 
yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak-hak perempuan yang 
diakui dan dilakukan perlindungan terhadapnya terkait dengan hak-hak 
perempuan dibidang politik, antara lain : 
a. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut serta dalam 
perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan. 
b. Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemelihan berkala yang bebas untuk 
menentukan wakil rakyat dipemerintahan. 
                                                             
7 Abd Rahman,  perempuan: Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum 
Islam, ed. Awaliah Musgamy  (Cet. I;  Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 108. 
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c. Hak untuk ambil bagian dalam organisasi-organisasi pemerintah dan non-
pemerintah dan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan kehidupan 
pemerintah dan politik negara tersebut. 
2. Hak-hak perempuan di bidang kewarganegaraan  
Setiap manusia yang hidup dalam suatu negara mempunyai hak untuk 
mendapatkan kewarganegaraan yang sesuai dengan negara dimana dia tinggal. 
Misalnya seseorang yang hidup dan tinggal di negara Indonesia, sesuai dengan 
Undang-Undang kewarganegaraan maka terdapat syarat-syarat tertentu yang 
harus dipenuhi seseorang untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. 
Apabila syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi maka setiap orang tersebut 
mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraannya. Hal inilah yang 
menjadi salah satu hak yang harus dipenuhi terhadap perempuan. Setiap 
perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kewarganegaraan 
suatu negara ketika mereka dapat memenuhi syarat-syarat yang di tentukan 
oleh peraturan perundang-undangan dinegara terkait.  
3. Hak-hak perempuan di bidang pendidikan dan pengajaran 
 Pendidikan adalah dasar yang paling penting bagi kehidupan manusia. 
Dengan pendidikan seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya, baik 
dari kualitas akal, pemikiran, perilaku hingga ekonomi. Dan pendidikan 
tersebut tentunya didapatkan dengan pengajaran. Pengajaran yang harus 
diberikan pada setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan 
berkualitas. Oleh karena itu setiap manusia di dunia ini berhak untuk 
mendapatkan pendidikan dan pengajaran, tidak terkecuali untuk semua 
perempuan. Setiap perempuan sama halnya dengan seorang pria mempunyai 
hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 
4. Hak-hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan  
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 Berkaitan dengan hak perempuan dibidang profesi dan ketenagakerjaan, 
terdapat hak-hak yang harus didapatkan perempuan baik sebelum, saat, 
maupun sesudah melakukan pekerjaan. Sebelum mendapat pekerjaan, seorang 
perempuan mempunyai hak untuk diberikan kesempatan yang sama dengan 
pria untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, 
sehingga perempuan harus diseleksi terlebih dahulu tanpa ada diskriminasi 
apapun. Saat mendapat pekerjaan, seorang perempuan juga mempunyai hak-
hak yang harus dipenuhi, yaitu mendapatkan upah sesuai dengan 
pekerjaannya, mendapatkan kondisi kerja yang aman dan sehat, kesempatan 
yang sama untuk dapat meningkatkan pekerjaannya ke tingkat lebih tinggi, 
termasuk juga hak untuk mendapatkan pelatihan peningkatan kualitas 
pekerjaannya. Setelah mendapat pekerjaan, tentunya ada saatnya ketika 
perempuan harus berhenti dan meninggalkan pekerjannya. Maka ketika itu 
berakhir, seorang perempuan juga mempunyai hak untuk mendapatkan 
pesangon yang adil dan sesuai dengan kinerja dan kualitas yang pekerjaan 
yang dilakukannya. 
5. Hak-hak perempuan dalam bidang kesehatan 
 Perlu diketahui lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hak-hak 
perempuan di bidang kesehatan adalah penjaminan kepada para perempuan 
untuk mendapatkan perlindungan yang lebih khusus. Hal ini terutama akibat 
rentannya kesehatan wanita berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Seorang 
wanita telah mempunyai kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengalami 
kehamilan, menstruasi setiap bulan dan juga kekuatan fisik yang lebih lemah 
dibandingkan dengan pria.  
6. Hak-hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum  
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  Sebelum dikenalnya hak-hak atas perempuan dan keberadaan 
perempuan yang sederajat dengan pria, perempuan selalu berada dibawah 
kedudukan pria. Hal ini seringkali terlihat terutama pada keadaan perempuan 
untuk melakukan perbuatan hukum tertentu harus mendapatkan persetujuan 
atau dibawah kekuasaan pria. Keadaan inilah yang kemudian menimbulkan 
kesadaran bagi para perempuan bahwa setiap perempuan mempunyai 
kedudukan yang sama dengan laki-laki dimata hukum, sehingga muncul salah 
satu hak perempuan lainnya yang diakui di tingkat internasional maupun 
nasional. 
  Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konvensi Perempuan ternyata tidak 
berbeda dengan sila-sila yang terdapat dalam dasar Negara, yaitu  Pancasila. 
Pada prinsipnya Negara mengakui persamaan hak dan kedudukan Antara 
perempuan dan laki-laki. Seperti yang tertuang dalam salah satu sila alam 
Pancasila, yaitu sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Disebutkan 
manusia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai 
makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya. Hak dan kewajiban 
asasinya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis 
kelamin, keduukan social, warna kulit, dan sebagainya.8 
  Di Indonesia pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945 telah menyebutkan dengan tegas bahwa semua warga 
Negara mempunyai kedudukan yang sama. Penegasan tersebut mengandung 
pernyataan bahawa semua warga Negara, laki-laki maupun perempuan akan 
mendapatakan perlakuan yang sama. Disamping itu, hak dan kewajibannya 
tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Hal ini tertuang dalam 
                                                             
8 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Malang: Sinar Grafika, 
2010), h. 49. 
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Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi 
Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita 
(Convention on The Elimination of All Forms of Declaration Againts Women) 
yang berbunyi: 
1. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada wanita persamaan 
hak dengan pria di muka hukum. 
2. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada wanita dalam 
urusan-urusan sipil kecakapan hukum yang sama dengan kaum pria 
dan kesempatan yang sama untuk menjalanakan kecakapan tersebut, 
khususnya agar memberikan kepada wanita hak-hak yang sama untuk 
menandatangani kontrak-kontrak dan untuk mengurus harta benda, 
serta wajib memberikan kepada mereka perlakuan yang sama pada 
semua tingkatan prosedur di muka hakim dan pengadilan. 
3. Negara-negara peserta bersepakat bahwa semua kontrak dan semua 
dokumen yang mempunyai kekuatan hukum yang ditujukan kepada 
pembatasan kecakapan hukum bagi wanita, wajib dianggap batal atau 
tidak berlaku. 
4. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada pria dan wanita hak-
hak yang sama berkenaan dengan hukum yang berhubungan dengan 
mobilitas orang-orang dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal 
dan domisili mereka.9 
Peraturan khusus ditujukan kepada perempuan mempunyai tujuan yang 
jelas yaitu adanya persamaan hak antara perempuan dan laki-laki di muka 
hukum dan dalam kegiatan-kegiatan lain. Selanjutnya di dalam penjelasannya 
disebutkan bahwa pada tahun 1967 Perserikat Bangsa-bangsa telah 
                                                             
9 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga,  h. 49-50. 
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menegeluarkan deklarasi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap kaum 
perempuan. Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban perempuan 
berdasarakan persamaan hak dengan laki-laki dan menyatakan agar diambil 
langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan deklarasi tersebut. 
Karena deklarasi tersebut sifatnya tidak mengikat, maka Komisi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa tentang kedudukan perempuan, telah menyusun rancanagn 
Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 
Wanita.10 
Dalam pemungutan suara di Indonesia memberikan suara setuju 
sebagai perwujudan keinginan Inonesia untuk berpartisipasi dalam usaha-
usaha internasioanal menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap 
perempuan. Disamping itu, persetujuan diberikan karena konvensi tersebut 
sesuai dengan dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang 
menetapkan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam 
hokum dan pemerintahan.  
Ketentuan dalam konvensi itu tidak akan mempengaruhi asas an 
ketentuan dalam peratauran perundang-undangan nasional yang mengandung 
asas persamaan hak Antara laki-laki dan perempuan.hal ini sebagai 
perwujuduan tata hukum Indonesia yang sudah kita anggap baik atau lebih 
baik, sesuai dan serasi serta selaras dengan aspirasi bangsa Indonesia.  
Adapun dalam pelaksanaannya ketentuan dalam konvensi ini wajib 
disesuaikan dengan kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, 
adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti 
secara luas oleh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup 
                                                             
10 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga,  h. 50-51. 
24 
 
bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum nasional 
memberikan keyakinan dan jaminan bahwa pelaksanaan ketentuan konvensi 
ini sejalan dengan tata kehidupan yang dikehendaki bangsa Indonesia.11 
Sehubungan dengan jaminan atas hak-hak perempuan yang 
berhubungan dengan hukum dan masyarakat, terdapat beberapa permaslahan 
yang menimpa perempuan di Indonesia diantaranya: 
1) Kekerasan terhadap perempuan. 
2) Perempuan sebagai korban perkosaan. 
3) Perempuan sebagai pekerja seks komersial dalam praktek prostitusi. 
4) Perempuan dan aborsi. 
5) Perempuan dan pornografi dan pornoaksi. 
6) Perdagangan perempuan. 
7. Hak-hak perempuan dalam ikatan/putusnya perkawinan 
  Dalam sebuah perkawinan adakalanya pasangan suami istri terpaksa 
harus melakukan perceraian atau yang disebut dengan putusnya perkawinan. 
Atas putusnya perkawinan setiap pihak dari perkawinan mempunyai hak dan 
kewajiban yang sama terutama jika atas perkawinannya menghasilkan anak-
anak. Selain itu kedua belah pihak juga mempunyai hak yang sama untuk 





                                                             
11 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, h. 51. 




B. Tujuan Hak Reproduksi Perempuan 
Tujuan kesehatan dan hak reproduksi adalah sebagai berikut:  
1. Untuk memastikan informasi yang meyeluruh dan faktual serta beragam 
tentang pelayanan pemeliharaan kesehatan reproduksi tersedia, terjangkau, 
dan dapat diterima serta cocok untuk sesuai pemakai. 
2. Untuk memungkinkan dan mendukung keputusan sukarela dan bertanggung 
jawab dalam  hal kehamilan dan metode keluarga berencana pilhan mereka 
dan metode lain pilihan mereka dalam hal pengaturan kesuburan yang tidak 
bertentangan dengan hukum serta mempunyai informasi, pendidikan dan cara 
memperolehnya. 
3. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kesehatan reproduksi yang 
mengalami perubahan sepanjang siklus hidup dan melakukan hal itu dengan 
cara yang peka terhadap keanekaragaman keadaan masyarakat setempat.  
Menurut dokumen International Conference On Population and 
Development (ICPD) Kairo 1994, tujuan hak reproduksi mencakup hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi. Setiap  
remaja berhak mendapatkan informasi dan pendidikan yang jelas dan 
benar tentang berbagai aspek terkait dengan masalah kesehatan reproduksi. 
Contohnya: seorang remaja harus mendapatkan informasi dan pendidikan 
perihal kesehatan reproduksinya.13 
2. Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi. 
Setiap remaja memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dan 
perlindungan terkait dengan kehidupan reproduksinya termasuk terhindar 
                                                             
13 Intan Kumalasari dan Iwan Andhyantoro, Kesehatan Reproduksi (Jakarta: Salemba 




dari resiko kematian akibat proses reproduksi. Contoh: seorang remaja 
yang positif HIV berhak mendapatkan perawatan dan pelayanan ARV 
(Anti Retroviral) sehingga kemungkinan mengalami infeksi oportunitis 
dapat diperkecil. 
3. Hak untuk kebebasan berfikir tentang kesehatan reproduksi. Setiap remaja 
berhak untuk berpikir atau mengungkapkan pikirannya tentang kehidupan 
yang diyakininya. Perbedaan yang ada harus diakui dan tidak boleh 
menyebabkan terjadinya kerugian atas diri yang bersangkutan orang lain 
dapat saja berupaya merubah pikiran atau keyakinan tersebut namun tidak 
dengan pemaksaan akan tetapi dengan melakukan upaya Komunikasi, 
Informasi dan Edukasi (KIE) atau advokasi. Contoh: Seseorang dapat saja 
mempunyai pikiran bahwa anak menguntungkan bagi dirinya dan 
keluarganya. Bila ini terjadi maka orang tersebut tidak boleh serta merta 
dikucilkan atau dijauhi dalam pergaulan. Upaya merubah pikiran atau 
keyakinan tersebut boleh dilakukan sepanjang dilakukan sendiri oleh yang 
bersangkutan setelah mempertimbangkan berbagai hal sebagai dampak 
dari KIE dan advokasi yang dilakukan petugas.14 
4. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk 
perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan 
seksual. Maupun perempuan berhak mendapatkan perlindungan dari 
kemungkinan berbagai perlakuan buruk diatas karena akan sangat 
berpengaruh pada kehidupan reproduksi. Contoh: Perkosaan terhadap 
remaja putri misalnya dapat berdampak pada munculnya kehamilan yang 
tidak diinginkan oleh bersangkutan maupun keluarga dan lingkungannya. 
Penganiayaan atau tindakan kekerasan lainnya dapat berdampak trauma 
                                                             




fisik maupun psikis yang kemudian dapat saja berpengaruh pada 
kehidupan reproduksinya. 
5. Hak mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan yang terkait 
dengan kesehatan reproduksi. Setiap remaja berhak mendapatkan manfaat 
dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan terkait dengan kesehatan 
reproduksi, serta mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya dan 
sebenar-benarnya, dan kemudahan akses untuk mendapatkan pelayanan 
informasi tentang kesehatan reproduksi remaja. Contoh: jiak petugas 
mengetahui tentang kesehatan reproduksi remaja, maka petugas 
berkewajiban untuk memberi informasi kepada remaja, karena mungkin 
pengetahuan tersebut adalah hal yang paling baru untuk remaja.15 
6. Hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran. Setiap orang 
berhak untuk menentukan jumlah anak yang dimilikinya serta jarak 
kelahiran yang diinginkan. Contoh: Dalam konteks program KB, 
pemerintah, masyarakat, dan lingkungan tidak boleh melakukan 
pemaksaan jika seseorang ingin memiliki anak dalam jumlah besar. Yang 
harus dilakukan adalah memberikan pemahaman sejelas-jelasnya dan 
sebenar-sebenarnya mengenai dampak negatif dari memiliki anak jumlah 
besar dan dampak positif dari memiliki jumlah anak sedikit. Jika pun klien 
berkeputusan untuk memiliki anak sedikit, hal tersebut harus merupakan 
keputusan klien itu sendiri.16 
7. Hak untuk hidup (hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan 
dan proses melahirkan). Setiap perempuan yang hamil dan akan 
melahirkan berhak mendapatkan perlindungan dalam arti mendaptakan 
pelayanan kesehatan yang baik sehingga terhindar dari kemungkinan 
                                                             
15 Intan Kumalasari dan Iwan Andhyantoro, Kesehatan Reproduksi, h. 3. 
16 Intan Kumalasari dan Iwan Andhyantoro, Kesehatan Reproduksi, h. 3. 
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kematian dalam proses kehamilan dan melahirkan tersebut. Contoh: pada 
saat melahirkan seorang perempuan mempunyai hak mengambil keputusan 
bagi dirinya secara cepat terutama jika proses kelahiran tersebut berisiko 
untuk terjadinya komplikasi atau bahkan kematian. Keluarga tidak boleh 
menghalangi dengan berbagai alasan.17 
8. Hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan 
reproduksi.18 Hak ini terkait dengan adanya kebebasan berpikir dan 
menentukan sendiri kehidupan reproduksi yang dimiliki oleh seseorang. 
Contoh: dalam konteks adanya hak tersebut, maka seseorang harus dijamin 
keamanannya agar tidak terjadi “pemaksaan” atau “pengucilan” atau 
munculnya ketakutan dalam diri individu karena memliki hak kebebasan 
tersebut. 
9. Hak atas kerahasiaan pribadi dengan kehidupan reproduksinya.19 Setiap 
individu harus dijamin kerahasiaan kesehatan reproduksinya misalnya 
informasi tentang kehidupan seksual, masa menstruasi dan lain 
sebagainya. Contoh: petugas atau seseorang yang memiliki informasi 
tentang kehidupan reproduksi seseorang tidak boleh “membocorkan”atau 
dengan sengaja memberikan informasi yang dimilikinya kepada orang 
lain. Jika informasi dibutuhkan sebagai data untuk penunjang pelaksanaan 
program, misalnya data tentang presentase pemakaian alat kontrasepsi 
masih tetap dimungkinkan informasi tersebut dipublikasikan sepanjang 
tidak mencantumkan identitas yang bersangkutan. 
10. Hak membangun dan merencanakan keluarga. Setiap individu dijamin 
haknya, kapan, diaman, dengan siapa, serta bagaimana ia akan 
                                                             
17 Intan Kumalasari dan Iwan Andhyantoro, Kesehatan Reproduksi, h. 3. 
18 Intan Kumalasari dan Iwan Andhyantoro, Kesehatan Reproduksi, h. 3. 
19 Intan Kumalasari dan Iwan Andhyantoro, Kesehatan Reproduksi, h. 3. 
29 
 
membangun keluarganya. Tentu saja kesemuanya ini tidak terlepas dari 
norma agama, social dan budaya yang berlaku (ingat tentang adanya 
kewajiban yang menyertai adanya hak rproduksi). Contoh: Seseorang akan 
menikah dalam usia yang masih muda, maka petugas tidak bisa memaksa 
orang tersebut untuk membatalkan pernikahannya. Yang bisa diupayakan 
adalah memberi tahu orang tersebut tentang peraturan yang berlaku di 
Indonesia tentang batas usia terendah untuk menikah. Dan yang penting 
adalah memberitahu tentang dampak negative dari menikah dan hamil 
pada usia muda.20 
11. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam poltik yang 
berkaitan dengan kesehatan reproduksi.21 Setiap orang berhak untuk 
menyampaikan pendapat atau aspirasinya baik melaui pernyataan pribadi 
atau pernyataan melalui suatu kelompok atau partai politik yang berkaitan 
dengan kehidupan reproduksi. Contoh: seseorang berhak menyuarakan 
penentangan atau persetujuan terhadap aborsi baik sebagai individu 
maupun bersama dengan kelompok. Yang perlu diingatkan adalah dalam 
menyampaikan pendapat atau aspirasi tersebut harus memperhatikan asas 
demokrasi dan dalam arti tidak boleh memaksakan kehendak dan 
menghargai pendapat orang lain serta taat kepada hukum dan peraturan-
peraturan yang berlaku. 
12. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan 
berkeluarga dan kehidupan reproduksi. Setiap orang tidak boleh 
mendapatkan perlakuan diskriminatif berkaitan dengan kesehatan 
reproduksi karena ras, jenis kelamin, kondisi sosial ekonomi, 
keyakinan/agamanya dan kebangsaannya. Contoh: Orang tidak mampu 
                                                             
20 Intan Kumalasari dan Iwan Andhyantoro, Kesehatan Reproduksi, h. 3. 
21 Intan Kumalasari dan Iwan Andhyantoro, Kesehatan Reproduksi, h. 3. 
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harus mendapatkanpelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas 
(bukan sekedar atau asal-asalan) yang tentu saja sesuai dengan kondisi 
yang melingkupinya. Demikian pula seseorang tidak boleh mendapatkan 
pelayanan kesehatan reproduksi hanya karena yang bersangkutan memiliki 
keyakinan berbeda dalam kehidupan reproduksi. Misalnya seseorang tidak 
mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan secara benar hanya 
karena yang bersangkutan tidak ber-KB atau pernah menyampaikan suatu 
aspirasi yang berbeda dengan masyarakat sekitar. Pelayanan juga tidak 
boleh membedakan apakah seseorang tersebut perempuan atau laki-laki. 
Hal ini disebut dengan diskriminasi gender.22 
C. Dasar Hukum Hak Reproduksi Perempuan 
 Dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap 
tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan ataupun yang 
berbentuk badan hukum. 
 Kedudukan laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah sama dalam Al-
Quran sebagai rujukan prinsip dasar masyarakat Islam. Keduanya diciptakan 
dengan tidak memiliki keunggulan satu terhadap yang lain. Atas dasar itu, prinsip 
Al-Quran terhadap hak kaum laki-laki dan perempuan adalah sama, dimana hak 
istri adalah diakui secara adil dengan hak suami. Laki-laki memiliki hak dan 
kewajiban atas perempuan, dan kaum perempuan juga memiliki hak dan 
kewajiban terhadap laki-laki. 
 Ajaran Al-Quran tentang perempuan merupakan bagian dari usaha untuk 
menguatkan dan juga memperbaiki posisi lemah perempuan dalam kehidupan masyarakat 
Arab pra-Islam. Ajaran Islam memberikan porsi perhatian yang besar  dan kedudukan 
yang terhormat kepada perempuan, dapat dilihat dari segi asal penciptaannya dan bisa 
                                                             
22 Intan Kumalasari dan Iwan Andhyantoro, Kesehatan Reproduksi, h. 3. 
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juga dilihat dari segi hak-hak atau peran sertanya dalam berbagai bidang.23 Dalam hadis 
riwayat bukhari Nabi Muhammad saw bersabda:  
 ْنَع ،َةَِدئاَز ْنَع ، ٍيَِلع ُنْب ُْيَْسُح َاَنث َّدَح :َلاَاق ،ٍماَزِح ُنْب َسَوُمَو ،ٍْبيَرُك ُوبَأ َاَنث َّدَح
 ِبَِأ ْنَع ، ِ ييِعَْشَْلأا َة ََْسَيَم 
ِ َّللَّا ُلوُسَر َلَاق :َلَاق ،ُهْنَع ُ َّللَّا َِضَِر َةَرْيَرُه ِبَِأ ْنَع ،ٍمِزاَح
 : َ َّلََّسَو ِهَْيَلع ُالله َّلََّص« ٍء َْشَ َجَوْعَأ َّن
ِ
اَو ،ٍَعلِض ْنِم ْتَقِلُخ َةَأَْرلما َّن
ِ
َاف ،ِءاَسِي نلِبِ اوُصْوَت ْ سا
 ُيُِقت َتْبَهَذ ْن
ِ
َاف ،ُهَْلاعَأ ِ َعل ِيضلا ِفِ اوُصْوَت ْ سَاف ،َجَوْعَأ ْلََزي َْمل ُهَتْكََرت ْن
ِ
اَو ،َُهت َْسََك ُه
 ِءاَسِي نلِبِ»24 
Artinya: Abu Hurairah r.a menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda, 
“Berwasiatlah kebaikan pada para wanita karena wanita diciptakan dari tulang 
rusuk, dan tulang rusuk yang bengkok adalah bagian atasnya, jika engkau hendak 
meluruskannya engkau akan mematahkannya, jika engkau membiarkannya, ia 
akan tetap bengkok. Sebab itulah berwasiatlah kebaikan pada wanita,” (HR Al-
Bukhari, Muslim, dan lainnya). 
Melalui hadits tersebut, banyak yang memahami bahwa perempuan 
dipandang rendah derajat kemanusiaannya dibandingkan dengan laki-laki. Namun 
cukup banyak ulama yang menjelaskan pemaknaan dari hadits tersebut. 
Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian kiasan, 
dalam arti bahwa hadis tersebut memperingatkan para lelaki agar menghadapi 
perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan 
mereka yang tidak sama dengan lelaki, hal mana bila tidak disadari akan dapat 
mengantar kaum lelaki untuk bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan mampu 
mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan. Kalaupun mereka berusaha 
akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang 
bengkok. Dari hadits tersebut, justru terdapat pengakuan tentang kepribadian 
perempuan yang telah menjadi kodrat sejak dilahirkan. 
                                                             
23 http://anadianaazam.blogspot.co.id/2012/05/perempuan-dalam-perspektif-islam.html, 
diakses 22 Agustus 2017.  
24 Muhammad ibn Isma>’i>l Abu> Abdillah al-Bukha>ri> al-Ja’fi>, Sahi>h al-Bukha>ri>,  juz IV, 
(Cet. I; t.tp: Da>r Tauq al-Naja>h, 1422 H), h. 133. 
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 Adapun dasar hukum hak reproduksi perempuan dalam hukum islam 
terdapat dalam firman Allah dalam Surah Al-Ahqaf ayat 15: 
                               
                              
                         
                       
 
Terjemahnya:  “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 
dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan 
melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya 
adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai 
empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri 
nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan 
supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan 
kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku 
bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang muslim".25 
Maksud dari ayat diatas adalah bahwa Kami memerintahkan kepada manusia 
untuk berbuat baik kepada kedua orangtuanya. Ibunya telah mengandung dan 
melahirkannya dengan susah payah. Pada masa mengandung dan menyapihnya 
yang berlangsung selama tiga puluh bulan sang ibu merasakan berbagai 
penderitaan. Ketika sang anak telah menginjak dewasa dan umurnya sampai 
empat puluh tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk untuk 
mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua 
orangtuaku. Berilah aku petunjuk untuk selalu melakukan amal kebaikan yang 
Engkau ridai. Jadikanlah anak keturunanku sebagai orang yang saleh. 
Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dari segala dosa, dan aku termasuk orang 
yang berserah diri kepada-Mu. "(1).  Berdasarkan ayat ini, dapat diketahui bahwa 
masa mengandung setidaknya berlangsung selama enam bulan. Disebutkan bahwa 
                                                             
25 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: 
Halim Publishing dan Distributing), h. 504. 
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masa mengandung dan masa menyusui (sampai dengan masa sapih) berlangsung 
selama 30 bulan. Sementara, dalam surat Luqmân ayat 14: 
                           
             
 
Terjemahnya: “Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua 
orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang 
bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku 
dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.26 
Disebutkan bahwa masa menyusui berlangsung selama dua tahun (24 
bulan) Dalam dalam surat al-Baqarah ayat 233: 
                            
                            
                             
                            
                              
         
 
Terjemahnya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 
penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah 
memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak 
dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu 
menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan 
warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua 
tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa 
atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka 
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang 
patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat 
apa saja yang kamu kerjakan.”27 
                                                             
26 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 412. 
27 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 37. 
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 disebutkan  bahwa masa menyusui berlangsung selama dua tahun penuh. Maka, 
kalau masa mengandung dan masa menyusui yaitu 30 bulan itu dikurangi masa 
menyusui saja yaitu 24 bulan dapat diketahui bahwa masa mengandung adalah 
enam bulan. Dan hal ini sesuai dengan penemuan ilmiah bahwa seorang bayi yang 
lahir pada usia kehamilan enam bulan dapat hidup. 
 Dalam Islam hak-hak reproduksi  perempuan tidak lain adalah hak-hak 
yang harus dijamin pemenuhannya karena fumgsi reproduksinya. Hak-hak ini 
secara kualitatif seimbang dengan hak-hak yang dimiliki oleh kaum lelaki 
(suami/ayah) sebagai pengemban fungsi reproduksi (pencari nafkah). Dalam Al-
Quran dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 228:  
                          
                               
                                
        
 
Terjemahnya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) 
tiga kali quru'28. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah 
dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-
suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) 
menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu 
tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.29 
 Sebagai pengemban fungsi reproduksi, perempuan (ibu) memiliki hak-hak 
yang harus dipenuhi oleh sang ayah (suami). Ada tiga kategori hak-hak kaum 
perempuan/ibu sebagai pengemban fungsi reproduksi: pertama, hak jaminan 
keselamatan dan kesehatan. Hak ini mutlak mengingat risiko sangat besar yang 
                                                             
28 Quru’ dapat diartikan suci atau haidh. 
29 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 36. 
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bisa terjadi pada kaum ibu dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya, mulai 
dari menstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan, dan menyusui. 
Kedua, adalah hak jaminan kesejahteraan bukan saja selama proses-proses vital 
reproduksi (mengandung, melahirkan, dan menyusui) berlangsung, tapi juga 
diluar masa-masa itu dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anak. Ketiga, 
hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan istri 
khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi. Hak kategori ketiga 
ini, kiranya jelas dapat dipahami dari penegasan umum ayat Al-Quran tentang 
bagaimana suatu keputusan yang menyangkut pihak-pihak dalam lingkup apa pun 
harus diambil.30 
 Undang-undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia 
mengatur prihal tentang Hak perempuan salah satunya tentang jaminan hak 
reproduksi perempuan, yaitu pasal 49 ayat (3) menyebutkan “Hak khusus yang 
melekat pada diri perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan 
dilindungi oleh hukum” 
Undang-undang mengakui bahwa setiap orang memiliki hak-hak 
reproduksi, sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Kesehatan. Hak-hak asasi 
manusia, dijamin oleh undang-undang. Hak-hak reproduksi tersebut mencakup31 : 
a. Menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, 
serta bebas dari paksaan atau kekerasan dengan pasangan yang sah.  
b. Menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, 
paksaan, dan kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak 
merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama. 
                                                             
30 Masdar F. Mas’udi, Hak-Hak Reproduksi Perempuan, h. 74-77. 




c. Menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin berproduksi sehat 
secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama. 
d. Memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan 
reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Berdasarkan uraian diatas, maka kehamilan yang tidak dikehendaki akibat 
perkosaan adalah jelas melanggar hak-hak reproduksi korban perkosaan 
sebagaimana disebutkan dalam pasal 72 UU Kesehatan. Korban perkosaan 
kehilangan hak-hak reproduksinya serta kehilangan kesehatan reproduksinya 




PERLINDUNGAN HUKUM HAK REPRODUKSI PEREMPUAN HAMIL 
AKIBAT KEKERASAN SEKSUAL 
A. Pengertian Kekerasan Seksual 
Kekerasan  adalah kata yang biasa diterjemahkan dari violence, yang dalam bahasa latin 
disebut violentia. Violence berkaitan erat dengan gabungan kata latin “vis”(daya, 
kekuatan) dan “latus” yang berasal dari ferre ( membawa ) yang kemudian berarti 
membawa kekuatan.1 Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang 
terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan 
(deffensive). Yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain.2 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan adalah perihal atau sifat keras, paksaan, 
perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang 
lain.3 Secara garis besar pengertian kekerasan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut dapat 
berupa fisik, seksual, maupun nonfisik (psikis), dapat dilakukan secara aktif maupun dengan 
pasif., dikehendaki atau diniati oleh pelaku. 
Makhluk tuhan yang berjenis kelamin perempuan sangat rentan terhadap 
semua bentuk kekerasan, karena posisinya yang lemah (atau sengaja dilemahkan) 
baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Persoalan kekerasan terhadap 
perempuan yang sangat kompleks berdampak pada timbalnya kekerasan yang 
sama terhadap perempuan bisa muncul karena tindak kekerasan yang dilakukan 
                                                             
1 Johan Galtung, Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtun (Cet. I; Yogyakarta: 
Kanisius, 1992), h. 62. 
2 Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender, Ed. Abdul Wahid (Purwokerto: Pusat Studi Gender 
PSG, 2006), h. 57-58. 
3 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1988), h. 758. 
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baik secara langsung maupun tidak langsunng. Sehingga perempuan berada pada 
posisi termarjinalkan. Berikut beberapa pengertian kekerasan terhadap 
perempuan: 
1. Kekerasan adalah setiap tindakan melanggar, menghambat, meniadakan 
kenikmatan, dan pengabaian hak asasi atas dasar gender. Tindakan 
tersebut dapat mengakibatkan kerugian dan penderitaan dalam hal ini 
terkhusus pada kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik, psikis, 
maupun seksual. Termasuk didalamnya ancaman, paksaan, atau 
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam 
kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara. 
2. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan 
pembedaan jenis kelamin yang mengakibatkan pembedaan jenis kelamin 
yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara 
fisik, seksual, atau psikologis. Termasuk ancaman tindakan tertentu, 
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik 
dalam kehidupan public maupun kehidupan pribadi.4 
3. Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, dimana 
pelakunya harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada 
masyarakat. 
4. Kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku yang muncul sebagai 
akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, 
dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat 
dimilikinya. Kekerasan terdiri atas tindakan memaksaan kekuasaan fisik 
                                                             
4 Zaitunah Subhan, Kekerasan Terhadap Perempuan  (Cet.I;  Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 
2004),  h. 6-7. Lihat Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.  
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dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya diikuti dengan tujuan untuk 
mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Tindak 
kekerasan terhadap perempuan meliputi berbagai fenomena, baik hukum, 
etika, kesehatan, budaya, politik, maupun moral.5 
Dari beberapa definisi diatas maka kekerasan terhadap perempuan tidak hanya 
terbatas pada hal-hal sebagai berikut: 
1. Pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan termasuk anak 
perempuan, dalam rumah tangga, perkosaan dalam hubungan perkawinan, 
praktik-praktik tradisional yang menyebabkan kekerasan dan eksploitasi 
terhadap perempuan. 
2. Perkosaan, pelecehan, dan ancaman seksual di tempat kerja dan 
dilingkungan pendidikan, perdagangan perempuan serta pelacuran paksa. 
3. Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan dan dibenarkan 
oleh Negara dimana pun terjadinya.6 
Aksi kekerasan hadir didunia tidaklah pada ruang hampa, tetapi kehadirannya 
mengisi langgam peradaban manusia dipicu pleh banyak variable baik factor 
ekonomi, pendidikan, politik, budaya maupun agama yang manifestasinya dalam 
tataran praksis menampilkan beberapa model atau jenis kekerasan yang dilakukan 
secara personal, kolektif atau bahkan dilakukan oleh institusi seperti Negara.7 
Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan 
terhadap perempuan karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan. 
Kekerasan seksual itu juga merupakan istilah yang merujuk pada perilaku seksual 
                                                             
5 Zaitunah Subhan, Kekerasan Terhadap Perempuan, h. 7.  
6 Zaitunah Subhan, Kekerasan Terhadap Perempuan, h. 9.  
7 Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender, h. 58. 
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deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan 
merusak kedamaian di tengah masyarakat. adanya kekerasan seksual yang terjadi, 
maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan 
perhatian.8 Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar 
kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud 
adalah antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak 
(pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa sumber 
daya, termasuk pengetahuan, ekonomi dan juga penerimaan masyarakat (status 
sosial/modalitas sosial). Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan 
patron-klien atau feodalisme, seperti antara orangtua-anak, majikan-buruh, guru-
murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil. 
Pandangan bahwa kekerasan seksual hanya sebagai kejatahan kesusilaan juga 
tidak terlepas dari ketimpangan relasi yang menempatkan perempuan sebagai marka 
atau penanda kesucian dan moralitas dari masyarakatnya. Inilah sebabnya seringkali 
pembahasan tentang moralitas berujung pada pertanyaan apakah perempuan masih 
perawan atau tidak sebelum pernikahannya, apakah perempuan melakukan aktivitas 
seksual hanya dalam kerangka perkawinan, dan sejauh mana perempuan memendam 
ekspresi seksualitasnya dalam keseharian interaksi sosialnya. Akibatnya, banyak 
sekali perempuan yang merasa malu untuk menceritakan pengalaman kekerasan 
seksual karena malu atau kuatir dianggap “tidak suci” atau “tidak bermoral”. Sikap 
korban membungkam justru pada banyak kesempatan didukung, bahkan didorong 
oleh keluarga, orang-orang terdekat, dan masyarakat sekitarnya.  
                                                             
8 Abdul Wahid, dan Muhammad Irvan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual 
(Bandung: Refika Aditama,2001), h. 32. 
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Konteks moralitas ini pula yang menjadikan kekerasan seksual lebih sering 
dipahamisebagai pelanggaran terhadap kesusilaan semata. Di satu sisi, pemahaman 
sebagai masalahkesusilaan menyebabkan kekerasan seksual dipandang kurang 
penting dibandingkandengan isu-isu kejahatan lainnya seperti pembunuhan ataupun 
penyiksaan. Padahal,pengalaman perempuan korban kekerasan seksual menunjukkan 
bahwa kekerasan seksualdapat menghancurkan seluruh integritas hidup korban 
sehingga ia merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya lagi. 
Aspek khas dari kekerasan seksual terkait dengan wacana moralitas juga 
menjadi salah satu hambatan terbesar dalam upaya korban memperoleh haknya atas 
kebenaran, keadilan dan pemulihan. Pengaitan peristiwa kekerasan seksual dengan 
persoalan moralitas menyebabkan korban membungkam dan korban justru disalahkan 
atas kekerasan yang dialaminya. Karena apa yang dialami korban dimaknai sebagai 
“aib”, tidak saja bagi dirinya tetapi juga bagi keluarga dan komunitasnya, korban 
seringkali dikucilkan. Ada pula korban yang diusir dari rumah dan kampungnya 
karena dianggap tidak mampu menjaga kehormatan dan merusak nama baik keluarga 
ataupun masyarakat. Pengucilan dan stigmatisasi atau pelabelan dirinya sebagai 
“barang yang rusak” akibat kekerasan seksual itu bahkan dapat berlangsung sekalipun 
korban memenangkan kasusnya di pengadilan. 
Peristiwa kekerasan seksual seringkali juga direkatkan pada penilaian tentang 
jejak moralitas perempuan. Perempuan korban dituduh sebagai penyebab atau 
pemberi peluang terjadinya kekerasan seksual karena cara berpakaiannya, bahasa 
tubuhnya, cara ia berelasi sosial, status perkawinannya, pekerjaannya, atau karena 
keberadaannya pada sebuah waktu atau lokasi tertentu. Dalam konteks ini pula, 
korban kerap dituduh membiarkan peristiwa kekerasan tersebut ketika ia dianggap 
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tidak berupaya untuk melawan pelaku, menempatkan dirinya terus-menerus gampang 
direngkuh pelaku, ataupun terbuai dengan iming-iming pelaku. 
B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual 
Tindak kekerasan terhadap perempuan dibagi dalam dua kategori, yaitu kekerasan 
yang bersifat fisik dan nonfisik. Kekerasan fisik antara lain berupa pelecehan seksual, 
seperti perabaan, colekan yang tidak diinginkan, pemukulan, penganiyaan, serta 
perkosaan, dalam hal ini adalah terror dan intimidasi, kawin paksa (kawin dibawah 
umur), incest, kawin dibawah tangan, pelacuran paksa, stigma negatif, eksploitasi 
tenaga kerja, dan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi. Sedangkan kekerasan 
nonfisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti sapaan, siulan, colekan, atau 
bentuk perhatian yang tidak diinginkan, direndahkan, dianggap selalu tidak mampu, 
dan istri yang ditinggal suami tanpa kabar berita. 
Kekerasan seksual bukan sekadar bentuk pelanggaran hukum terhadap hak orang 
lain yang tergolong tindak kriminal. Tetapi,  lebih dari itu merupakan sebuah 
peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena 
dilatarbelakangi oleh nilai sosial budaya di masyarakat yang sedikit banyak bias 
gender. Kekerasan seksual tidak hanya berupa tindak perkosaan atau pelecehan 
seksual. Bentuk kekerasan seksual dapat bermacam-macam, Komisi Nasional 
Perempuan bahkan mencatat bentuk atau wujud kekerasan seksual diantaranya: 
1. Perkosaan  
Perkosaan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai usaha 
melampiaskan nafsu seksual laki-laki terhadap seorang perempuan dengan 
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cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.9 Secara 
umum, perkosaan seringkali dimaknai dalam konteks yang sempit, yaitu 
sebagai sebuah tindak pemaksaan hubungan seksual oleh laki-laki terhadap 
perempuan. Dengan pengertian ini, maka perkosaan hanya mencakup 
penetrasi penis ke vagina. Padahal berdasarkan pengalaman korban, 
perkosaan dilakukan bahkan dengan menggunakan jari atau benda-benda 
tumpul lainnya. Secara garis besar, terdapat lima tipe tindak perkosaan 
yaitu:  
a. Sadictip rape (perkosaan sadis), yang memadukan seksualitas dan agresi dalam 
bentuk kekerasan destruktif. Pelaku menikmati kesenangan erotis bukan melalui 
hubungan seksualnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas 
kelamin dan tubuh korban. 
b. Anger rape, yaitu perkosaan sebagai pelampiasan kemarahan atau sebagai 
sarana menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan amarah yang tertahan. 
Tubuh korban seakan dijadikan objek terhadap siapa pelaku memproyeksikan 
pemecahan kesulitan, kelemahan, frustasi, dan kekecewaan hidupnya. 
c. Domination rape, yaitu perkosaan karena dorongan keinginan pelaku 
menunjukkan kekuasaan atau superioritasnya sebagai lelaki terhadap 
perempuan dengan tujuan utama penaklukan seksual. 
                                                             
9 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Cet I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2003), h. 248.  
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d. Seductive rape, yaitu perkosaan karena dorongan situasi merangsang yang 
diciptakan kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan untuk 
membatasi keintiman personal, dan sampai batas-batas tertentu bersikap 
permissive (membolehkan) perilaku pelaku asalkan tidak sampai melakukan 
hubungan seksual. Namun karena pelaku beranggapan bahwa perempuan 
umumnya membutuhkan paksaan dan tanpa itu dia merasa gagal, maka 
terjadilah perkosaan. 
e. Exploitation rape, yaitu perkosaan yang terjadi karena diperbolehkan 
keuntungan atau situasi dimana perempuan bersangkutan dalam posisi 
tergantung padanya secara ekonomi dan sosial.10 
2. Indikasi seksual 
Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan adalah 
tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau 
penseritaan psikis pada korban. Indikasi seksual ini para pelaku biasanya 
menyampaikan langsung atau melalui pesan singkat ancaman atau 
percobaan perkosaan termasuk kategori ini. 
3. Pelecehan seksual 
 Pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik atau 
nonfisik dengan sasaran organ seksual korban. Komnas Perempuan 
memasukkan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, dan 
menunjukkan materi pornografi kedalam kategori ini. 
                                                             
10 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, h. 250. 
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4. Eksploitasi seksual 
 Eksploitasi seksual yakni tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang 
timpang atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk kepuasan seksual, atau 
untuk mempertoleh keuntungan. Bentuk eksploitasi yang sering terjadi 
adalah menggunakan kemiskinan keluarga perempuan untuk 
memasukkannya ke dalam prostitusi atau bisnis pornografi. 
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual  
 Perdagangan perempuan ini meliputi tindakan merekrut, mengangkut, 
menampung, mengirim memindahkan, atau menerima seseorang dengan 
paksaan atau rayuan untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi lainnya. 
6. Prostitusi paksa 
 Protitusi paksa adalah situasi dimana korban mengalami tipu daya, 
ancaman atau kekerasan untuk menjadi pekerja seks. 
7. Perbudakan seksual 
 Perbudakan seksual adalah situasi pelaku merasa menjadi pemilik atas 
tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk 
memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau cara lain. 
8. Pemaksaan perkawinan 
 Pernikahan anak atau pernikahan yang dipaksakan kepada orang yang 
belum dewasa karena didalamnya aka nada pemaksaan seksual. 
9. Pemaksaan kehamilan 
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 Pemaksaan kehamilan adalah ketika perempuan dipaksa untuk 
melanjutkan kehamilan yang tidak dia inginkan. Misalnya dialami oleh 
perempuan perkosaan 
10. Pemaksaan aborsi 
 Pemaksaan aborsi yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan 
karena adanya tekanan, ancaman, atau paksaan dari pihak lain. 
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi 
 Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi atau 
pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari pasangan, mungkin 
karena minim informasi atau karena belum cakap secara hukum untuk 
memberi persetujuan. Biasanya menimpa perempuan yang terkena 
HIV/AIDS. 
12. Penyiksaan seksual 
 Penyiksaan seksual adalah tindakan khusus menyerang organ atau 
seksualitas korban, yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan 
rasa sakit atau penderitaan yang hebat. 
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual 
 Masuk dalam kategori kekerasan seksual karena cara menghukum 
yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, katakutan, atau rasa malu yang 




14. Praktek tradisi bernuansa seksual yang mebahayakan atau 
mendiskriminasi perempuan 
 Kebiasaan masyarakat kadang ditopang alasan agama dan tradisi, yang 
bernuansa seksual, yang dapat menimbulkan cedera fisik, psikologis atau 
seksual pada korban. Dimasukkan Komnas Perempuan sebagai salah satu 
bentuk kekerasan seksual. 
15. Kontrol seksual 
 Pandangan yang menuduh perempuan sebagai penyebab kekerasan 
seksual menjadi landasan untuk mengendalikan seksual korban, termasuk 
lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. 
 
C. Dampak kekerasan seksual terhadap perempuan 
 Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat 
kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual 
atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan 
kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau 
dalam lingkungan kehidupan pribadi. Seringkali kekerasan pada perempuan 
terjadi karena adanya ketimpangan. Hak istimewa yang dimiliki laki-laki ini 
seolah-olah menjadikan perempuan sebagai barang milik laki-laki yang berhak 
diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. Kekerasan 
perempuan dapat terjadi dalam bentuk: 
1. Tindak kekerasan fisik  
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 Tindak kekerasan fisik adalah tindakan yang bertujuan melukai, 
menyiksa atau menganiaya orang lain. Tindakan tersebut dapat dilakukan 
dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan 
alat-alat lainnya. 
2. Tindak kekerasan non-fisik 
 Tindak kekerasan non-fisik adalah tindakan yang bertujuan 
merendahkan citra atau kepercayaan diri seorang perempuan, baik 
melalui kata-kata maupun melalui perbuatan yang tidak disukai 
korbannya. 
3. Tindak kekerasan psikologis/jiwa 
 Tindak kekerasan psikologis/jiwa adalah tindakan yang bertujuan 
mengganggu atau menekan emosi korban secara kejiwaan, korban 
menjadi tidak berani mengungkapkan pendapat menjadi penurut menjadi, 
menjadi selalu bergantung pada suami atau orang lain dalam segala hal 
(termasuk keuangan). Akibatnya korban menjadi sasaran dan selalu 
dalam keadaan tertekan atau bahkan takut. 
 Kekerasan seksual adalah segenap tindakan pemaksaan melakukan 
hubungan seksual baik dengan diri sipemaksa maupun orang lain, termasuk 
menggunakan alat atau dilakukan secara oral, anal dan bentuk lainnya11. 
Tindak kekerasan seksual terhadap perempuan membawa dampak fisik dan 
emosional terhadap korbannya. Secara fisik kekerasan seksual terhadap 
perempuan khususnya korban perkosaan akan mengalami, penurunan nafsu 
makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman disekitan vagina, beresiko 
                                                             
11 Unifem (United Nation Development Fund For Women), Islam CEDAW dan Perlindungan 
Hak Perempuan  (2008). 
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tertular PMS, luka ditubuh akibat perkosaan. Secara semosional korban 
kekerasan seksual khususnya perempuan korban perkosaan akan mengalami:  
1. Stress, adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya 
tekanan. 
2. Depresi, adalah gangguan mental yang setiap orang berpeluang 
mengalaminya. Depresi juga merupakan suatu perasaan sedih dan 
pesimis yang berhubungan dengan suatu penderitaan. 
3. Gangguan jiwa, adalah gangguan yang mengenai satu atau lebih fungsi 
jiwa, gangguan otak yang ditandai oleh terganggunya emosi, proses 
berpikir, perilaku, dan persepsi (penangkapan panca indera). 
4. Menyalahkan diri sendiri, korban perkosaan akan selalu merasa bahwa 
dirinya yang bersalah atas kejadian yang menimpanya. 
5. Rasa takut berhubungan intim dengan lawan jenis. 
6. Kehamilan yang yang tidak diinginkan.  
 
D. Bentuk perlindungan hukum hak reproduksi perempuan 
1. Perlindungan hukum hak reproduksi perspektif perundang-undangan 
  Kesehatan merupakan hak dasar semua warga negara, hal ini secara 
jelas dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945. Terkait dengan 
hak reproduksi wanita yang merupakan hak khusus dikarenakan fungsi 
reproduksinya, -yang tidak dimiliki laki-laki, Pasal 28H ayat (2) menyebutkan 
bahwa ”Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk 
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan 
dan keadilan.” Selanjutnya, ketentuan mengenai hak reproduksi diatur dalam 
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UU HAM. Pasal 49 ayat (2) UU HAM menyatakan bahwa ”Wanita berhak 
untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau 
profesinya terhadap hal hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau 
kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita”. Penjelasan ayat 
(2) menjelaskan aspek perlindungan khusus tersebut pada dua hal yakni 
pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan, dan 
pemberian kesempatan untuk menyusui anak. Hal ini diperkuat dengan 
ketentuan pada ayat (3) yang menegaskan bahwa ”Hak khusus yang melekat 
pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi 
oleh hukum.” Dengan kata lain, hak reproduksi harus dijamin dan dilindungi, 
sehingga serta merta melahirkan kewajiban-kewajiban bagi suami, 
masyarakat, negara, dan pihak terkait lainnya untuk memenuhi hak-hak 
perlindungan bagi wanita terkait hak reproduksinya tersebut. Di dalam hak 
perlindungan itulah, hak reproduksi mendapatkan tempatnya. Perlindungan 
merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan 
jaminan terhadap hak perempuan dalam segala aspek kehidupan. 
  Ketentuan dalam UU HAM  merupakan ruh dari perlindungan 
terhadap hak reproduksi wanita. Namun demikian, akan menjadi sia-sia 
semangat perlindungan tersebut jika tidak dibarengi dengan realisasi dalam 
kebijakan-kebijakan di bidang lain yang terkait erat seperti kebijakan 
kesehatan, kependudukan, dan ketenagakerjaan. Terkait dengan konsep 
gender, kebijakan pemerintah di berbagai bidang seharusnya mendukung dan 
melindungi hak reproduksi wanita. Pada tataran perundang-undangan, 
beberapa Undang-undang telah menjadikan isu perlindungan hak reproduksi 
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dalam ketentuan dan pengaturan yang mengikat. Namun demikian masih 
terdapat catatan-catatan terhadap adanya ”jarak” antara kondisi ideal 
sebagaimana diarahkan dalam UU HAM dengan kebijakan-kebijakan 
tersebut. Pada tataran peraturan pelaksana, terdapat beberapa kebijakan secara 
normatif sudah mengarah dan mendukung pemenuhan perlindungan hak 
khusus tersebut namun belum tersosialisai dan diimplementasikan dengan 
baik. 
2. Pengertian tindak pidana pemerkosaan (Pasal 285 KUHP) 
 Secara yuridis tindak pidana/delik terhadap kesusilaan terdapat di dalam 
pasal 281 s/d 303 KHUP. Adapun ketentuan khusus tentang tindak pidana/ delik 
pemerkosaan yang termasuk dalam salah satu tindak pidana/delik kesusilaan 
diatur di dalam pasal 285 KUHP. Tindak pidana/ delik pemerkosaan dalam 
KUHP dapat dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana pemerkosaan untuk 
bersetubuh yang diatur dalam pasal 285 KUHP dan tindak pidana/delik 
perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam pasal 289 KUHP. Selanjutnya 
yang dibahas disini yaitu pasal 285 KUHP.  
 Adapun bunyi redaksional dari pasal 285 KUHP yaitu: 
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 
wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan 
perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.12 
 Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur yang harus ada alam 
tindak pidana/delik pemerkosaan untuk bersetubuh adalah : 
a. Barang Siapa 
                                                             
12 Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHAP, 
KUHD (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011),  h. 557. 
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 Tentang unsur “barang siapa” (subyek tindak pidana) dalam KUHP 
memang tidak ada penjelasan yang expressis verbis. Namun demikian 
dapat dilihat dalam pasal 2, 44, 45, 46, 48, 50 dan 51 KUHP, yang 
menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” 
menunjukkan pada subyek tindak pidana yaitu “orang atau manusia”. 
Selain dari itu, untuk adanya penjatuhan pidana diharuskan adanya 
kesalahan atau kemampuan bertanggung jawab dari seseorang atau dalam 
hukum pidana dikenal dengan azas “geen straf zonder schuld”. Dan 
adanya sanksi yang ada di dalam pasal 10 KUHP, mempunyai makna 
bahwa yang dapat dikenakan pemidanaan adalah “orang atau manusia”. 
 Kalau dilihat dari luas sempitnya perbuatan pelaku (obejektif) maka 
yang termasuk sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem hukum pidana 
bukan hanya orang yang perbuatannya selesai tetapi juga termasuk 
medeadaders (turut melakukan), medepleger (menyuruh lakukan), 
medeplishtigheid (membantu melakukan) dan uithlocking (membujuk/ 
menganjurkan).” 
b. Kekerasan 
 Yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah kekuatan fisik atau 
perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, 
tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan.13 Sedangkan wujud 
dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain perbuatan 
mendekap, mengikat, membius, menindih, memegang , melukai/memukul 
                                                             
13 Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: 
Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan (Malang: Rafika Aditama, 2001), h. 110. 
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dan perbuatan fisik yang secara obyektif dan fisik menyebabkan orang 
yang terkena tidak berdaya.  
 Dalam hal ini, “kekerasan” merupakan unsur yang terpenting untuk 
mewujudkan maksud atau niatnya melakukan tindak pidana tersebut, 
sehingga ada pertentangan kehendak antara pelaku dan korban. Upaya 
kekerasan ini biasanya akan meninggalkan jejak atau bekas atau bukti 
yang biasanya dijadikan pembuktian di dalam proses pengadilan antara 
lain luka-luka,darah,sperma ataupun obat-obatan dalam hal kekerasan 
dilakukan dengan menggunakan obat. Dan untuk menentukan kebenaran 
bukti-bukti tersebut dapat dilakukan visum oleh dokter forensik. 
c. Ancaman kekerasan  
 Ancaman kekerasan adalah serangkaian psikis yang menyebabkan 
orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan 
atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang 
menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain 
mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.14 
 Sedangkan wujud dari ancaman kekerasan itu bermacam-macam 
modus operandinya, dan dalam hal ini bisa dibuktikan dengan adanya 
saksi yang melihat atau petunjuk dari surat. Apabila korban segera 
melapor dan diperksa oleh psikiater, maka psikiater akan lebih mudah 
untuk mendiskripsikan keadaan psikis korban.  
                                                             
14 Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual 
(Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), h. 111. 
54 
 
 Dalam hal perkosaan dilakukan dengan ancaman, hakim tidak perlu 
memastikan apakah terdakwa benar-benar akan melaksanakan 
ancamannya tersebut atau tidak.15 
d. Memaksa  
 Unsur “memaksa” dalam redaksi ini menjukkan adanya pertentangan 
kehendak antara pelaku dan korban, dapat dikatakan tidak adanya 
persetujuan / consent dari korban atau adanya tekanan oleh pihak pelaku. 
Oleh karena itu , tidak ada perkosaan apabila dilakukan atas dasar suka 
sama suka, sehingga dalam mewujudkan perbuatan tersebut tidak akan 
meninggalkan luka-luka bagi salah satu pihak.  
e. Wanita di Luar Perkawinan 
 Unsur bahwa yang dipaksa untuk bersetubuh adalah “wanita di luar 
perkawianan” atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Dengan 
demikian kesimpulannya : (a) perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki 
terhadap wanita, (b) tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh wanita 
terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki dan wanita terhadap wanita, 
(c) tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-lakiyang 
terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi koraban atau tidak ada 
perkosaan oleh suami terhadap istrinya (marital rape). 
f. Persetubuhan 
 Untuk terjadinya atau selesainya tindak pidana/delik perkosaan maka 
harus terjadi persetubuhan antara pelaku dan korban. Persetubuhan yakni 
bersatunya alat kelamin pria (penis) dengan alat kelamin wanita (vagina). 
                                                             
15 Lamintang dan Jisman, Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Baru, 1990),  h. 113. 
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Masuknya penis laki-laki ke dalam kemaluan perempuan menjadi syarat 
utama. Tanpa kejadian demikian, maka tidak bisa dikatakan tindak pidana/ 
delik perkosaan hanya dikatakan melakukan percobaan perkosaan. 
 Tanda-tanda atau bukti-bukti yang dapat menguatkan telah terjadi 
persetubuhan antara lain : (1) robeknya selaput dara (hymen) dalam hal 
wanitanya sebelum diperkosa masih dalam keadaan perawan, bentuk 
robeknya selaput dara disini berbeda dengan persetubuhan yang dilakukan 
atas dasar suka sama suka, bentuknya akan lebih tidak beraturan apalagi 
kalau korban gigih untuk mempertahankannya, (2) tanda kekerasan pada 
vulva, biasanya terjadi karena pelaku membuka celana dalam korban atau 
memasukkan penisnya secara paksa, (3) jaringan lender (epitel) yang 
tertinggal pada penis laki-laki, (4) tanda penyakit kelamin laki-laki yang 
tertinggal pada vagina, (5) bulu/rambut, lapisan kulit laki-laki yang 
tertinggal di sekitar vulva, (6) sperma laki-laki yang tertinggal dalam 
vagina. Tanda-tanda atau bukti-bukti tersebut, bisa dibuktikan 
kebenarannya dengan keterangan oleh seorang ahli kedokteran kehakiman 
(ahli kedokteran forensik) di pengadilan. Itulah beberapa substansi/ 
tafsiran yuridis yang harus dipenuhi dalam tindak pidana/ delik perkosaan 
(pasal 285 KUHP). 
3. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pemerkosaan 
 Dari uraian di atas, nampak bahwa sangat selektif sekali apa yang dikatakan 
sebagai tindak pidana/ delik perkosaan. Sehingga banyak pandangan yang keliru 
yang mengaburkan pengertian antara perkosaan dan persetubuhan lain yang 
bermasalah atau diancam pidana.  
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 Tegasnya, tindak pidana/ delik perkosaan yang modus operandinya antara 
lain menempatkan korban dalam posisi tidak berdaya sudah cukup sering tidak 
bisa terjaring dengan suatu pasal yang mengandung sanksi hukum yang 
memadai, akibat pasal-pasal yang tersedia dalam KUHP kurang meberi peluang 
untuk menjaring secara tegas. Sempitnya makna perkosaan yang dikandung 
dalam KUHP tersebut, sebenarnya telah disadari oleh para perumus Rancangan 
KUHP, sehingga mereka membuat perumusan tentang tindak pidana/ delik 
perkosaan (Pasal 389 konsep KUHP) yang lebih memadai dengan unsur-unsur 
sebagai berikut ; (a) seorang laki-laki dan perempuan, (2) bersetubuh, (3) 
bertentangan dengan kehendaknya, (4) tanpa persetujuan (tidak ada consent), (5) 
atau dengan persetujuan yang dicapai melalui ancaman atau ia percaya bahwa 
pelaku itu adalah suaminya atau usia perempuan dibawah 14 tahun, (6) termasuk 
memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut perempuan atau, (7) 
memasukkan benda bukan pada bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus 
seorang perempuan. 
 Dengan demikian, ada perubahan yang mendasar di dalam konsep KUHP 
yang mencakup : 
1. Perbuatan/ tindak pidana. Adanya persetujuan persetubuhan dari pihak 
perempuan bukan keran kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi 
disebabkan tipu daya atau perbuatan yang menyesatkan korban, sehingga 
korban menduga bahwa pelaku adalah suaminya. 
2. Usia korban yang relatif masih muda (dibawah usia 14 tahun) yang menurut 




3. Modus operandi/ bentuk perbuatan tersebut tidak dibatasi pada persetubuhan 
dalam arti konkrit, tetapi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tidak 
dijangkau oleh pasal-pasal KUHP, missal: memasukkan alat kelamin pria ke 
dalam anus/ mulut perempuan dan memasukkan benda-benda lain ke dalam 
anus/ vagina perempuan. 
4. Orang/ subyek tindak pidana, bahwa tindak pidana perkosaan tidak hanya 
dibatasi oleh orang yang berada diluar perkawinan, tetapi juga termasuk 
perkosaan yang dilakukan oleh mereka yang berada dibawah lembaga 
perkawinan yang sah/ atau perkosaan yang dialakukan oleh suami terhadap 
istrinya (material rape).  
5. Sanksi. Adanya batasan minimum untuk pemidanaan terhadap tindak pidana/ 
delik pemerkosaan, yang di dalam KUHP tidak ditentukan secara tegas yaitu 
3 tahun. Dengan perumusan batasan minimum tersebut, diharapkan pelaku 
tindak pidana tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Adanya pemidanaan 
secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda. Ketentuan di dalam pasal 
98 KUHP sebetulnya ada, namun pengenaan pidana denda tersebut dirasa 
kurang memadai, apabila dibandingkan dengan kerugian dan penderitaan 
yang dialami korban. 
 Di lain pihak, apabila kita perhatikan substansi dari konsep KUHP tersebut di 
atas, mengandung makna dan dampak yang lebih luas di dalam sistem 
pembuktian yang akan diterapkan dalam proses peradilan. Perbedaan yang 
fundamental antara pasal 285 KUHP dengan konsep pasal 389 KUHP terletak 
pada system pembuktian dan alat-alat bukti yang menentukan. 
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 Selama ini, dalam praktek pembuktian pasal 285 KUHP, alat bukti yang 
menentukan adalah keterangan ahli (dokter forensic) selain harus adanya 
keyakinan dari hakim yang memeriksa perkara tersebut. Sedangkan di dalam 
konsep pasal 389 KUHP alat bukti yang sangat menentukan yaitu keterangan 
saksi korban mengenai segala sesuatu yang mendukung adanya perkosaan 
tersebut bahwa korban tidak menghendakinya, korban tidak menyetujuinya, atau 
korban menyetujui karena adanya ancaman, atau korban menyetujui karena 
pelaku adalah suaminya atau orang yang ia percayai, atau korban berada di 
bawah umur 14 tahun . Keterangan inilah, apabila tidak sejak awal diperhatikan 
secara hati-hati merupakan kendala yang serius bagi korban.16 
 Di samping itu, dalam pelaksanaan hukum acaranya harus benar-benar dapat 
memberikan perlindungan bagi korban, dalam arti pelaksanaanya harus benar-
benar dilakukan dalam sidang yang tertutup sesuai dengan asas yang ada dalam 
hukum acara pidana. Apabila asas ini tidak diterapkan, justru akan menimbulkan 
stigmatisasi dan viktimisasi bagi korban. Stigmatisasi yang terjadi adalah sebagai 
akibat adanya cap atau label masyarakat dan lingkungan terdekat (korban) 
terhadap korban perkosaan. Sedangkan viktimisasi terjadi karena ketentuan pasal 
389 konsep KUHP justru di dalam penerapannya nanti semakin jauh dari 
tercapainya tujuan perlindungan atas harkat dan martabat seorang wanita yang 
menjadi korban perkosaan. 
 Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa bentuk-bentuk tindak pidana/ 
delik perkosaan yang ada dalam pasal 389 konsep KUHP, meliputi : 
1) Persetubuhan dengan tipu daya (deceitful rape) 
                                                             




2) Persetubuhan dengan anak dibawah umur (statutory rape) 
3) Persetubuhan dengan paksaan oleh suami terhadap istri (matrial rape) 
  Dari paparan diatas, Nampak bahwa konsep merupakan langkah maju/ sudah 
ada perlindungan hukum dibandingkan dengan keberadaan rumusan dalam pasal-
pasal KUHP yang kurang mengakomodasi perkembangan kejahatan yang 
semakin meningkat modus operandinya. Sehingga tercapai cita-cita hukum untuk 
melindungi hak asasi kaum wanita yang selama ini dipandang kaum lemah dan 
tersisihkan dari perlakuan semena-mena pihak laki-laki. 
  Namun demikian, apabila dibandingkan dengan hukum Islam, khususnya 
tentang penerapan sanksinya belum begitu memadai untuk dapat memberikan 
perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan. Di dalam hukum Islam 
memungkinkan diterapkannya pidana mati terhadap pelaku tindak pidana/ delik 
perkosaan yang menyebabkan luka-luka atau bahkan mati. Sebab, di samping 
kasus tersebut termasuk pemaksaan berbuat zina, juga mengakibatkan kematian. 
Jika jenis hukuman terberatnya saja yang diambil dan diterapkan, maka kejahatan 
itu harus diterapkan sanksi hukuman mati. Artinya dalam rancangan KUHP yang 
ada, khususnya terhadap tindak pidana/ delik perkosaan yang berkategori 
pemberatan masih belum diikuti dengan sanksi maksimal yang berkategori 
pemberatan pula. Sehingga merupakan suatu keniscayaan adanya kontribusi 
hukum Islam ke dalam hukum pidana Indonesia yang mayoritas masyaraktnya 
beragama Islam. 
  Sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang 
menggantikan undang-undang kesehatan sebelumnya yaitu Undang-Undang 
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Nomor 23 Tahun 1992, melalui Pasal 75, 76, dan Pasal 77 memberikan 
penegasan mengenai pengaturan pengguguran kandungan. 
  Berikut adalah uraian lengkap mengenai pengaturan aborsi yang terdapat 
dalam pasal-pasal tersebut: 
 Pasal 75: 
1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi. 
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan 
berdasarkan: 
a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik 
yang menancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic 
berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga 
menyulitkan bagi bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau 
b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi 
korban perkosaan 
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan 
setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri 
dengan konseling pasca tindakan oleh konselor yang kompeten dan 
berwenang. 
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi dihitung dari hari pertama haid 
terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Pasal 76: Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:  
a) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu. 
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b) Oleh tenaga kesehatan yang memeliki keterampilan dan kewenangan yang 
memiliki sertifikat yang diterapkan oleh menteri. 
c) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. 
d) Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan, dan 
e) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh 
menteri. 
Pasal 77: Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, 
tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama, 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2009 tersebut jika dikaitkan dengan aborsi karena kehamilan yang tidak 
dikehendaki akibat perkosaan, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum praktik 
aborsi dilarang, larangan terhadap praktik dikecualikan pada beberapa keadaan, 
kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban 
perkosaan. Perkosaan sendiri merupakan tindak pidana yang pelakunya harus dijatuhi 
sanksi pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun sesuai Pasal 285 KUHP. 
Sedangkan korbannya harus mendapat perlindungan hukum yang salah satu caranya 
adalah mengembalikan kondisi jiwanya akibat tekanan daya paksa dari pihak lain 
(tekanan psikologis). Perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan 
korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan menjadi hak dari 
perempuan tersebut. 
 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi  
melaui Pasal 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, dan Pasal 39 memberikan penegasan dan 
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pengaturan mengenai pengguguran kandungan serta prosedur-prosedur yang harus 
dipenuhi. 
 Berikut adalah uraian lengkap mengenai pengaturan aborsi dan prosedur 
aborsi dalam pasal-pasal tersebut: 
Pasal 31: 
1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: 
a. Indikasi kedaruratan medis; atau 
b. Kehamilan akibat perkosaan. 
2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 
40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. 
Pasal 32: 
1) Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 
(1) huruf a meliputi: 
a. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau 
b. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang 
menderita    penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak 
dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan. 
2) Penanganan indiksai kedaruratan medis sebagaimana dimaksud pada ayat   
(1) dilaksanakan sesuai dengan standar. 
Pasal 33:  
1) Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 dilakukan oleh tim kelayakan aborsi. 
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2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) 
orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki 
kompetensi dan kewengan. 
3) Dalam menentukan indikasi kedaruratan medis, tim sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan sesuai dengn 
standar. 
4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat kelayakan aborsi. 
Pasal 34: 
1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 
(1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya 
persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibuktikan dengan: 
a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat 
keterangan dokter; dan 
b. Keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan 
perkosaan. 
Pasal 35: 
1) Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat 




2) Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar. 
b. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan 
oleh Menteri. 
c. Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan. 
d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan. 
e. Tidak diskriminatif 
f. Tidak mengutamakan imbalan materi. 
3) Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan 
oleh keluarga yang bersangkutan. 
4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf d diberikan keluarga yang bersangkutan. 
Pasal 36: 
1) Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis 
dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 
ayat (2) huruf a harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara 
pelatihan yang terakreditasi. 
2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota 
tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia 
kehamilan akibat perkosaan. 
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3) Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota tim 
kelayakan aborsi. 
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 
Pasal 37: 
1) Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan 
akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling. 
2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra 
tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan 
oleh konselor. 
3) Konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
dengan tujuan: 
a. Menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi; 
b. Menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi 
bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil 
pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang; 
c. Menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek 
samping atau komplikasinya; 
d. Membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan 
sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan 
aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan 
e. Menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi. 
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4) Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
dengan tujuan: 
a. Mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi; 
b. Membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi; 
c. Menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan 
atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan 
d. Menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya 
kehamilan. 
Pasal 38: 
1) Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk 
melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d atau tidak 
memenuhi ketentuan untuk dilakukan tindakan aborsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), korban perkosaan dapat diberikan 
pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan. 
2) Anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat diasuh oleh keluarga. 
3) Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak untuk 
mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, anak menjadi anak 
asuh yang pelaksaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Pasal 39: 
1) Setiap pelaksanaan aborsi wajib dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan 
kabupaten/kota dengan tembusan kepala dinas kesehatan provinsi. 
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2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan 
fasilitas pelayanan kesehatan. 
 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan 
Reproduksi seperti yang disebutkan pada pasal 31 ayat 1 bagian b dan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada Pasal 75 ayat (2) sama-sama memberikan 
pengecualian terhadap perempuan untuk melakukan aborsi adalah kehamilan akibat 
perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan 
tersebut. tekanan psikologis yang dialami oleh perempuan yang mengandung karena 
perkosaan, dapat dimasukkan sebagai indikasi medis untuk melakukan pengguguran 
kandungan asalkan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh 
Undang-Undang No.36 Tahun 2009 dan PP No.61 Tahun 2014, sebagai dasar hukum 
untuk melegalkan tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan oleh korban 
perkosaan, ternasuk mereka dalam hal ini adalah tenaga kesehatan yang berkompeten 







DAMPAK DAN AKIBAT HUKUM HAK REPRODUKSI PEREMPUAN 
HAMIL DIAKIBATKAN KEKERASAN SEKSUAL 
A. Dampak Pada Tubuh dan Sosial 
Tindak pidana kekerasan seksual berakibat kehamilan ataupun tidak 
merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan 
contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual 
laki-laki. Dampak yang paling merugikan korban kekerasan seksual 
khususnya korban perkosaan adalah terjadinya kehamilan yang dialami 
korban sangatlah bertentangan dengan hak-hak reproduksi. Kehamilan 
tersebut akan membawa dampak negative yakni mengalami penderitaan 
secara fisik, mental, dan sosial. Korban akan mengalami trauma psikologis 
dan merasa tidak berharga lagi dimata masyarakat. hal ini dapat mendorong 
korban untuk melakukan aborsi illegal yang bisa membahayakan nyawa 
korban itu sendiri, yakni melalui cara-cara diluar medis, oleh tenaga non-
medis yang tidak kompoten dan pada usia kandungan yang tidak memenuhi 
syarat medis.  
Secara medis aborsi adalah berakhirnya/gugurnya kehamilan sebelum 
kehamilan mencapai usia 20 minggu, yaitu sebelum janin dapat hidup diluar 
kandungan secara mandiri. Abortus adalah ancaman atau pengeluaran hasil 
konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang 
dari 500 gram.1 Definisi lain tentang aborsi adalah suatu proses pengakhiran 
                                                             
1 Lilien Eka Chandra, Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi Sama Dengan Kriminal  (Lifestyle, 
Mei 2016),  h. 10.  
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hidup dari janjin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.2 Istilah abortus 
dipakai untuk menunjukkan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat 
hidup diluar kandungan. Dunia medis membagi aborsi secara umum menjadi 
dua jenis, sebagaimana dikemukakan Musa Perdanakusuma dalam kutipan 
Suryono Ekotama yaitu : 
1. Aborsi spontan, yaitu abortus yang terjadi dengan sendirinya bukan 
perbuatan manusia. Dalam bahasa sehari-hari aborsi jenis ini bisa 
disebut keguguran. 
2. Aborsi buatan, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan secara 
sengaja. Aborsi ini dibedakan lagi menjadi dua golongan yaitu : 
a. Abortus provocatus therapeuticus, yaitu aborsi yang dilakukan dengan sengaja 
karena alasan medis yang sangat darurat atau jika ada indikasi bahwa kehamilan 
dapat membahayakan atau mengancam ibu bila kehamilan berlanjut. 
b. Abortus provokatus criminalis, ialah pengguguran kandungan yang dilakukan 
dengan sengaja tanpa mempunyai alasan kesehatan (medis), didorong oleh 
alasan-alasan yang lain dan melawan hukum.3  
Tindakan aborsi yang tidak aman mengandung resiko yang cukup tinggi, 
yaitu apabila dilakukan tidak sesuai dengan standar profesi medis, misalnya 
dengan cara : penggunaan ramuan peluruh rahim, manipulasi fisik, seperti 
dengan pijatan, pada rahim agar janin terlepas dari rahim, menggunakan alat 
bantu tradisional yang tidak steril dan berakibat negative pada rahim. 
                                                             
2 Kapita Selekta Kedokteran, Edisi 3, h. 260. 
3 Efendi Biran, Kesehatan Repro “Hak Reproduksi Dan Realita Sosial” dalam seminar Hak 
Dan Kesehatan Reproduksi, UGM Yogyakarta 2009. 
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Melakukan aborsi yang tidak aman mengandung resiko dan berakibat 
pada tubuh seperti infeksi alat reproduksi, kemandulan, pendarahan dan 
gangguan neurologis/saraf, tingginya resiko kematian ibu atau anak atau 
keduanya, robek rahim (Ruptur Uterus), rusaknya alat reproduksi jalan lahir, 
resiko shock dan kematian. 
Kebanyakan pengguguran kandungan/aborsi dilakukan dengan 
sembunyi-sembunyi dengan cara yang berbahaya, karena secara hukum aborsi 
buatan tidak diizinkan kecuali atas alasan medis untuk menyelamatkan jiwa ibu. 
Aborsi memiliki resiko yang tinggi terhadap kesehatan maupun keselamatan 
perempuan. Resiko kesehatan dan keselamatan fisik pada saat melakukan aborsi 
yaitu : 
1) Kematian mendadak karena pendarahan hebat. 
2) Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal. 
3) Kematian lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan. 
4) Rahim yang sobek. 
5) Kerusakan leher rahim yang akan menyebabkan cacat pada anak 
berikutnya. 
6) Kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormone estrogen pada 
perempuan). 
7) Kanker indung telur (Ovarium Cancer). 
8) Kanker leher rahim (Cervical Cancer). 
9) Kanker hati (Liver Cancer). 
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10)  Kelainan pada placenta/ ari-ari yang akan menyebabkan cacat pada 
anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan 
berikutnya. 
11) Menjadi mandul/ tidak mampu memiliki keturunan lagi (Ectopic 
Pregnancy). 
12) Infeksi rongga panggul (Pelvic Inflammatory Disease). 
13) Infeksi pada lapisan rahim. 
14) Resiko kesehatan mental.4 
Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari segi 
kesehatan dan keselamatan seorang perempuan secara fisik, tetapi juga memiliki 
dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang perempuan. Gejala 
ini dikenal dengan dalam dunia psikologi sebagai “Post-Abortion Syindrome” 
(Sindrom Paska Aborsi) atau PAS.5 Pada dasarnya seorang perempuan yang 
melakukan aborsi akan mengalami hal-hal seperti kehilangan harga diri, 
berteriak-teriak histeris, mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi, ingin 
melakukan bunuh diri, mulai mencoba menggunakan obat-obat terlarang dam 
tidak bisa menikmati hubungan seksual. Diluar hal-hal tersebut para perempuan 
yang melakukan aborsi akan dipenuhi perasaan bersalah yang tidak hilang selama 
bertahun-tahun dalam hidupnya.  
Dampak sosial pada korban kekerasan seksual khususnya korban perkosaan 
dapat mengalami akibat yang sangat serius baik secara fisik maupun secara 
                                                             
4 Saifuddin dan Abdul Bahri, pelayanan Kesehatan Maternal Neonatal  (Jakarta: Yayasan 
Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2008), h. 145-148. 
5 Adriana, Hak-hak Reproduksi Perempuan Yang Terpasung  (Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan, 1998), h. 52. 
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kejiwaan (psikologis). Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan jelas 
dilakukan dengan adanya paksaan baik secara halus maupun kasar. Hal ini akan 
menimbulkan dampak sosial bagi perempuan yang menjadi korban perkosaan 
tersebut. Hubungan yang dilakukan dengan cara yang tidak wajar, apalagi dengan 
cara paksaan akan menyebabkan gangguan pada perilaku seksual. Sementara itu, 
koerban perkosaan tersebut berpotensi untuk mengalami trauma yang cukup parah 
karena peristiwa perkosaan tersebut merupakan salah satu yang membuat shock 
bagi korban. Goncangan kejiwaan dapat dialami pada saat perkosaan maupun 
sesudahnya. Goncangan kejiwaan dapat disertai dengan reaksi-reaksi fisik. Secara 
umum peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak jangka pendek maupun 
jangka panjang. Keduanya merupakan suatu proses adaptasi setelah seseorang 
mengalami peristiwa traumatis. Korban perkosaan dapat menjadi murung, 
menangis, mengucilkan diri, menyesali diri, merasa takut dan sebagainya. Trauma 
yang dialami oleh korban perkosaan ini tidak sama antara satu korban dengan 
korban yang lain. Hal tersebut disebabkan oleh bermacam-macam hal seperti 
pengalaman hidup mereka, tingkat religiutas yang berbeda, perlakuan saat 
perkosaan, situasi saat perkosaan, maupun hubungan antara pelaku dan korban. 
Situasi dalam masyarakat dapat memperburuk trauma yang dialami oleh 
korban. Ada stigma di dalam masyarakat yang memandang bahwa perempuan 
korban perkosaan adalah perempuan yang hina. Ada pula pandangan yang 
mengatakan bahwa dalam sebuah kasus perkosaan, yang salah adalah pihak 
perempuan. Perempuan seringkali dipojokkan dengan pandangan masyarakat 
ataupun mitos-mitos yang seringkali yang salah mengenai perkosaan. Pandangan 
yang salah tersebut memberi label bahwa perempuan korban perkosaan sengaja 
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menggoda dan menantang laki-laki dengan memakai pakaian mini, rok ketat, 
berdandan menor, ataupun berbusana seksi. Hal seperti ini akan membuat korban 
semakin takut untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya. Korban akan 
merasa bahwa dirinya telah merusak nama baik keluarga. Seringkali rasa bersalah 
ini juga membuat korban enggan untuk menceritakan pengalamannya kepada 
orang-orang disekitarnya karena takut menerima vonis dari lingkungan sekitar. 
B. Akibat Hukum Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan 
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 72 mengatur 
bahwa setiap orang berhak menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari 
diskriminasi, paksaan dan/atau kekerasan dan menentukan sendiri kapan dan 
seberapa sering ingin berproduksi. Dengan disahkannya peraturan Peraturan 
Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi pasal 31 ayat (1) 
mengenai tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi 
kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan, namun tindakan aborsi akibat 
perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 
(empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Kehamilan akibat 
perkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) merupakan kehamilan 
hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan. 
Kehamilan akibat perkosaan harus dibuktikan dengan usia kehamilan sesuai 
dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter dan 
penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan. 
Tindakan aborsi kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah 
melalui konseling, konseling bertujuan untuk menjajaki kebutuhan dari 
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perempuan yang ingin melakukan aborsi, menyampaikan dan menjelaskan kepada 
perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi tidak dapat 
dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang, 
menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek 
samping atau komplikasinya yang bisa saja merusak fungsi reproduksi mengingat 
hak reproduksi yang dimiliki perempuan, membantu perempuan yang ingin 
melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi 
atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan 
informasi mengenai aborsi dan menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi. 
 Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan 
untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi, 
korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa 
kehamilan. Anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan dapat diasuh 
oleh keluarga, apabila keluarga menolak untuk mengasuh anak yang 
dilahirkan itu anak menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.  
 Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat 
perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab, 
praktik aborsi yang aman, bermutu dan bertanggung jawab dilakukan oleh 
dokter sesuai dengan standar, dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan yang 
memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri, atas permintaan atau 
persetujuan yang bersangkutan dengan izin suami, kecuali korban perkosaan, 
tidak diskriminatif dan tidak mengutamakan imbalan materi.  
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  Dalam hal ini akibat hukum yang ditimbulkan apabila perempuan 
hamil korban perkosaan memilih untuk dilakukan tindakan aborsi maka akan 
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang  perlindungan 
anak, bahwa anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak 
mendapatkan hak asasinya dan mendapat perlindungan bahkan sejak ia masih 








  Berdasarkan hasi penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Hak reproduksi adalah hak setiap individu dan pasangan untuk 
menentukan kapan mempunyai anak, berapa jumlah anak, dan jarak 
antara anak yang dikehendaki. Selain itu, hak reproduksi ialah hak yang 
dimiliki setiap perempuan karena fungsi dan beban produksi yang harus 
dilindungi. 
2. Bentuk perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan diatur dalam 
UU HAM Pasal 49 ayat 2 bahwa wanita berhak untuk mendapatkan 
perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya 
terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau 
kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita, ketentuan 
dalam UU HAM  merupakan ruh dari perlindungan terhadap hak 
reproduksi perempuan, aspek perlindungan khusus tersebut pada  hal 
yakni pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, 
melahirkan, dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak. Hukum 
pidana (dalam hal ini adalah KUHP) melalui ketentuan Undang-Undang 
No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No.61 Tahun 2014 
tentang Kesehatan Reproduksi yang berlaku memberikan perlindungan 
hukum terhadap tindakan abortus provocatus pada korban perkosaan 
dengan beberapa persyaratan sebagai alasan medis seperti yang diatur 
dalam Pasal 75 ayat (3) danPasal 76 UU No. 36 Tahun 2009. 
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3. Dengan pemenuhan hak reproduksi perempuan hamil akibat kekerasan 
seksual khususnya perempuan korban perkosaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 61 tahun 2014 memberikan pengecualian terhadap korban 
perkosaan dengan melegalkan aborsi bagi korban perkosaan, tapi 
dengan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi. Akibat hukum 
yang yang ditimbulkan ialah bertentangan dengan UU Perlindungan 
Anak bahwa anak berhak untuk hidup dan dilindungi sejak masih dalam 
kandungan. 
B. Saran  
Diharapkan kepada pemerintah penegak hukum agar lebih 
memberi perhatian kepada perempuan korban kekerasan seksual 
khususnya korban perkosaan dan memberi rasa keadilan serta melindungi 
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